
MENTER! KEUANGAN 
REPUBLlK INDONESJA 

SALINAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 201/PMK.04/2020 

Menimbang 

TENTANG 

DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) 

DAN PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT) 

DENGAN RAHMAT :'UHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAl"'\J REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa ketentuan 111engenai deklarasi inisiatif 

( voluntary declaration) dan · pembayaran inisiatif 

(voluntary payment) atas nilai pabean untuk 

penghitungan bea masuk telah diatur dalam Peraturan 

Me!lteri Keuangan Non10r 67 /PMK.04/2016 tentang 

Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai 

Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk; 

b. bahwa untuk lebih n1emberikan kepastian hukum dan 

meningkatkan penerimaan negara serta meningkatkan 

kepatuhan ilnportir, pengusaha di kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau 

pengusaha te1npat penilnbunan berikat dalain 

penyainpaian deklarasi inisiatif ( voluntary declaration) 

dan kewajiban pembayaran inisiatif (voluntary 

payment), perlu 1ne111berikan pedon1an dalain 

penyan1paia11· deklarasi inisiatif (voluntary declaration) 

dan pen1bayaran inisiatif ( voluntary payment) 111elalui 

penyempurnaan terhadap ketentuan sebagailnana 

dimaksud dalam huruf a; 
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c. bahwa berclasarkan pertin1bangan sebagain1ai1.a dimaksud 

dalam hun1f a clan hun1f b, serta untuk melaksanaka.11 

ketentuan Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2006 tentang Perubahan · atas Undang-Undang 

Nomor 10 Tal1.un 1995 tentang Kepabeanan, perlu 

111enetapkai1. Peraturan Mente1i Keua.11.gan tentai1g 

Deklai-asi Inisiatif (Voluntary Declaration) clan Pembayai-a.11. 

Inisiatif (Voluntary Payment); 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Len1baran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Non1or is, Tainbahan Len1baran Negara 

Republik Indonesi.a No1nor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubal1.an atas Undang-Undang Nornor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tainbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang No1nor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Le1nbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nonior 166, Tambahan Le1nbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Presiden Non1or 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Le1nbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 

tentai1g Organisasi clan Tata. Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagailnana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 

No1nor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 

tentang Or&anisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DEKLARASI 

. INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN 

INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT). 

BABI 

KETENTUAN UMUfyl 

Pasal 1 

Dalain Peraturan Mente1i ini yang din1aksud dengan: 

1. hnportir adalah orang perseorangan atau badan hukun1 

yang mengilnpor barang. 

2. Pemberitahuan Pabean Impor adalah pemberitahuan 

pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk 

dipakai, pemberitahuan pabean untuk pen1asukan 

barang asal luar daerah pabean ke kawasan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas, atau pengeluaran barang 

asal luar daerah pabean dari kawasan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas ke te1npat lain dala1n daerah 

pabean, atau pemberitahuan pabean untuk pengeluaran 

barang dari tempat penimbunan berikat untuk diimpor 

untuk dipakai. 

3. Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) adalah 

pemberitahuan In1portir, pengusaha di kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau 

pengusaha tempat penimbunan berikat, dalain rangka 

memberitahukan dan 1nen1perkirakan atas harga yang 

seharusnya dibayar dan/ atau biaya dan/ atau nilai yang 

harus ditainbahkan pada nilai transaksi yang behnn 

dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan 

Pemberitahuan Pabean Impor. 

4. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan 

Un.dang-Un.dang Kepabeanan yang dikenakan terhadap 

barang yang diin1por. 
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5. Pajak Dalam Rangka hnpor yang selanjutnya disingkat 

dengan PDRI adalah Pajak Pertainbahan Nilai (PPN), 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. 

6. Harga Futures adalah harga yang seharusnya dibayar 

pada transaksi jual beli berdasarkan harga komoditas. 

7. Royalti dan Biaya Lisensi yang selanjutnya disebut 

Royalti adalah biaya yai1.g harus dibayar oleh pe1nbeli 

secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan 

jual beli bai-ang impor yang mengandung Hak Atas 

Kekayaan Inte_lektual (HAKI). 

8. Proceeds adalah nilai setiap bagian dari pendapatan yang 

diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan 

atau pe1nakaiai1. barang impor yai1.g bersangkutan 

ke1nudian diserahkan secara langsung atau tidak 

langsung kepada penjual. 

9. Bia ya Transportasi (Freight) adalah biaya transportasi 

barang impor ke tempat impor di daerah pabean, yaitu 

biaya transportasi yang seharusnya dibayar yang pada 

umumnya tercantum pada dokumen pengangkutan 

seperti B/L atau AWB atau dokumen pe1janjian lainnya 

dali barang ilnpor yang bersangkutan. 

10. Biaya Asurai1.si (Insurance) adalah biaya penjan1inan 

pengai1.gkutan bai-ang dari tempat ekspor di luar negeri 

ke tempat impor di daeral1. pabean yang pada umu1nnya 

dibuktikan oleh dokumen asuransi yang menyatakan 

untuk beberapa kali pengiriman barang, atau berlaku 

dalam peliode tertentu. 

11. Assist adalah nilai dali barang dan jasa yang dipasok 

oleh pe1nbeli kepada penjual sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur ketentuan 

n1;engenai nilai pabean untuk penghitungan bea nJ.asuk. 

12. Pembayaran Inisiatif atas Nilai ·Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation) adalah pernbayaran Bea 

Masuk, cukai, dan/atau PDRI atas hai-ga yang 

sehan1snya dibayar dan/ atau biaya dan/ atau nilai yang 

harus ditambahkai1. pada nilai transaksi pada saat telah 
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dapat ditentukan (settlement date). oleh Ilnportir, 

pengusaha di kawasan perdaganga11 bebas dan 

pelabuha.n bebas, atau pengusaha tempat penimbunan 

berikat, dalain rangka pe1nenuhan kewajiban atas 

Deklai~asi lnisiatif (Voluntary Declaration). 

13. Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on 

Tariff) adalah pembayaran inisiatif oleh Importir, 

pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan 

berikat, atas kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau 

PDRI akibat perbedaan pembebanan taiif. 

14. Pen1bayarai1 Inisiatif atas Ju1nlah (Voluntary Payment on 

Quantity) adalah pe1nbayaran inisiatif atas kelebihan 

jumlah barang impor saat importasi yang mengakibatkan 

kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/ a tau 

PDRI. 

15. Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary 

Payment on Transaction Va[ue) adalah pen1bayaran inisiatif 

atas kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI akibat 

kesalal1an tulis pacla Pemberital1uan Pabean Ilnpor. 

16. Audit Kepabeanan adalal1 kegiatan pemeriksaan laporan 

keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi 

bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang 

berkaitan dengan kegiatan dr bidang kepabeanan, 

dan/ a tau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan 

kete_ntuan peraturan pen1ndang-undangan di bidang 

kepabeanan. 

1 7. Kantor Pabean · adalah kantor dalam lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya 

kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang

Undang Kepabeanan. 

18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 6 -

19. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan 

tertentu untuk 1nelaksan.akan tug as tertentu 

, berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 

Pasal 2 

(1) Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk merupakan 

nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan 

yang telah me1nenuhi syarat tertentu sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang 111engatur 

mengenai nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk. 

(2) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang 

seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penju.al atas 

barang yang _ dijual untuk diekspor ke dalam daerah 

pabeap, dita111bah dengan biaya dan/ atau nilai yang 

harus ditainbahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya 

dan/atau nilai tersebut belum termasuk dalam harga 

yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. 

BAB II 

DEKLARASI INISIATIF 

(VOLUNTARY DECLARATION) 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 3 

(1) hnportir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha te1npat penilnbunan 

berikat, -dapat melakukai-1 Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration). 

(2) Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagailnana 

dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal 

harga yang seharusnya dibayar dan/ atau biaya dan/ atau 

nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi 
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sebagaimana dilnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) belum 

dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan 

Peinberitahuan Pabean Impor. 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

Pasal4 

(1) Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagailnana 

dimaksud dafa1n Pasal 3 dilakukan terhadap substansi 

sebagai berikut: 

a. Harga Futures; 

b. Royalti; 

c. Proceeds; 

d. Biaya Transportasi (Freight); 

e. Biaya Asuransi (Insurance); dan/ atau 

f. Assist. 

(2) Harga Futures sebagailnana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, h.arus 111en1enuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. harga penyelesaian (settlement price) baru dapat 

dipastikan pada suatu tanggal tertentu (settlement 

date) setelah tanggal pendaftaran Pemberitahuan 

Pabean Impor; 

b. barang merupakan komoditas yang 

diperdagangkan di bursa berjangka komoditas 

(futures market); dan 

c. terdapat kesepakatan (kontrak tertulis) antara 

pe1nbeli dan penjual untuk jangka waktu tertentu. 

(3) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak 

langsung; 

b. 111erupakan persyaratan penjualan yang dibuktikan 

melalui kontrak, perjanjian, atau doku1nen lainnya 

yang menunjukkan adanya kewajiban me1nbayar 

Royalti; 
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c. berkaitan dengan barang yang diimpor; dan 

d. pada barang impor terdapat Hak Atas Kekayaan 

, Intelektual (HAKI). 

(4) Proceeds sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

harus memenuhi persyaratan. sebagai be1ikut: 

a. 1nerupakan 

diperoleh 

nilai dali bagian pendapatan yang 

pe1nbeli atas penjualan kembali, 

peman.faatan, atau peinakaian barang ilnpor; 

b. nilai dali bagian pendapatan sebagailnana dimaksud 

pada huruf a diserahkan secara langsung atau tidak 

langsung kepada penjual; dan 

c. merupakan persyaratan atas transaksi jual bell 

barang impor maupun tidak. 

(5) Biaya Transportasi (Freight) sebagaimana dilnaksud 

pada ayat (1) huruf d, harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. berkaitan dengan barang yang diin1por; 

b. terdapat kontrak tertulis atau dokurn.en pe1janjia11. 

lainnya yang clapat dibuktikan keabsal1.an11.ya antara 

Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas 

dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat 

penimbunan bertkat, dengan penyedia jasa 

pengangkutan untuk jangka waktu tertentu; dan 

c. Biaya Transportasi (Freight) didasarkan pada bukti 

nyata atau data yang objektif dan terukur. 

(6) Biaya Asuransi (Insurance) sebagaimana dilnaksud pada 

ayat (1) huruf e, hams me1nenuhi persyaratan sebagai 

bertkut: 

a. berkaitan dengan barang yang diimpor; 

b. terclapat kontrak tertulis atau clokumen asuransi 

lainnya yang dapat clibuktikan keabsahannya antara 

In1portir, ·pengusaha di kawasan perdagangan bebas 

dan pelabuhan bebas, atau pengusal1.a tempat 

penimbunan bertkat, dengan penyedia jasa asuransi 

untuk jangka waktu tertentu; dan 

c. Biaya Asuransi (Insurance) didasarkan pada bukti 

nyata atau data yang objektif dan terukur. 
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(7) Assist sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, h.arus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. berkaitan denga.11 barang yang diin1por; 

b. terdapat kontrak tertulis a.tau doku1nen lainnya terkait 

Assist yang dapat dibuktikan keabsahannya a11.tara 

Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas 

dan pelabuhan. bebas, atau pengusaha tempat 

penimbunan berikat, dengan penjual untuk jangka 

waktu tertentu; dan 

c. didasarkan pada bukti nyata atau data yang objektif 

dan terukur. 

Bagian Ketiga 

Tata Cara: Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

Pasal 5 

(1) Pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

dapat dilakukan dalam Pemberitahuan Pabean Impor 

berupa: 

a. · Pernberitahuan Impor Barang (PIE); 

b. pe1nberitahuan pa.bean untuk pemasukan barang 

asal luar daerah pabean ke kawasan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas, atau pengeluaran 

barang asal luar daerah pabean dali kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat 

lain dalarn daerah pa.bean; atau 

c. pernberit0,huan pa.bean untuk pengeluaran barang 

dari te1npat penilnbunan I?erikat yang dii1npor untuk 

dipakai. 

(2) Dalam ha.I · Pe1nberital1.uan Pabean Ilnpor sebagairnana 

dimaksud pada ayat (1) belurn mengakomodasi substansi 

pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Importir, 

pengusaha di kawasan perdagang<:111. bebas dan pelabuhan 

bebas, dan pengu.saha ternpat penirnbunan be1ikat 
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1nelakukan Deldarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

dengan mengisi Fonnulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration). 

(3) Formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dokumen 

pelengkap pa.bean atas Pe1nberttahuan Pa.bean Impor 

sebagain1ana dimaksud pada ayat (1). 

( 4) Bentuk Fonnulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration) sebagailnana dimaksud pada ayat (2) 

menggunakan contoh format yang tercantum dalan1 

Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dart Peraturan Mentert ini. 

Pasal 6 

(1) Pada pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration) untuk Harga Futures sebagai1nana dilnaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, data yang harus 

dicantu1nkan dalam Pemberitahuan Pa.bean hnpor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau 

formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

sebagaimana dimakslid dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu: 

a. barang yang dii1npor dengan Harga Futures; 

b. perkiraart Harga Futures; dan 

c. tanggal penyelesaian (settlement date) Harga Futures. 

(2) Perkiraan Harga . Futures sebagai1nana dilnaksud pada 

ayat (1) huruf b, digunakan sebagai dasar penghitungan 

nilai pa.bean sebagailnana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1). 

( 3) Tanggal penyelesaian ( settlement date) Harga Futures 

sebagain1ana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, paling 

lama 90 (sembilan puluh) hart terhitung sejak tanggal 

pendaftaran Pe1nberitahuan Pa.bean hnpor. 
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(1) Pada pelaksanaan 

Pasal 7 

Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration), untuk Royalti sebagaiman.a dimaksud dalain 

Pasal 4 ayat (1) huruf b, Proceeds sebagailnana dilnaksud 

dala1n Pasal 4 ayat ( 1) huruf c, dai-1/ atau Assist 

sebagaiman.a dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf f, data 

yang harus dicantumkan dalam· Pen1beritahuai1 Pabeai1 

Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau 

formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu: 

a. barang yang diimpor yang mengandung Royalti, 

Proceeds, dan/ atau Assist; 

b. perkiraan nilai Royalti, Proceeds, dan/ atau Assist; 

dan 

c. tanggal penyelesaian (settlement date) pembayaran 

Royalti, Proceeds, dan/ atau Assist. 

(2) Perkiraan nilai Royalti, Proceeds, dan/ atau Assist 

sebagailnana dilnaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan 

sebagc:ti biaya dan/ atau nilai yang harus ditambahkan 

pada nilai transaksi sebagaimai1a dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2). 

(3) Tanggal penyelesaian (settlement date) pembayai-ai1 Royalti, 

Proceeds, dan/atau Assist sebagaimai1a dimaksud pada 

ayat (1) huruf c berdasarkan kesepakatan antara pembeli 

dan penjual dalam kontrak, perjanjian atau dokumen 

lainnya yang menunjukkan adanya kewajiban me1nbayar 

Royalti, Proceeds, dai1/atau Assist, paling lama 365 (tiga 

ratus enam puluh li1na) haii terhitung sejak tai1.ggal 

pendaftatai1 Pe1nbe1itahuai1. Pabean hnpor. 

(4) Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation) masih dapat dilakukan 

setelah tanggal penyelesaian ( settlement date) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan setelah 

Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 
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Payment on Customs Valuation) yang pertan1a dilakukan, 

dala1n hal berdasarkan kesepakatan antara pen1beli dan 

penjual dalam kontrak atau perjanjian masih terdapat 

kewajiban pembayaran Royalti dan/ atau Proceeds. 

Pasal 8 

(1) Pada pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration), untuk Bia ya Transportasi (Freight) 

sebagain1ana din1aksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d 

dan/atau Biaya Asuransi (Insurance) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, data yang 

harus dicantumkan dalam Pemberitahuan Pabean Impor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau 

formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

sebagailnana din1aksud dalan1 Pasal 5 ayat (2) yaitu: _ 

a. perkiraan nilai Biaya Transportasi (Freight) dan/ atau 

Bia ya Asuransi (Insurance); dan 

b. tanggal penyelesaian ( settlement date) pembayaran 

Biaya Transportasi (Freight) dan/ a tau Biaya 

Asuransi (Insurance). 

(2) Perkiraan nilai Biaya Transportasi (Freight) dan/ atau 

Biaya Asuransi (Insurance) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, digunakan sebagai biaya dan/atau nilai 

yang h.arus ditarn.bahkan pada nilai transaksi 

sebagain1ana di1naksud dala1n Pasal 2 ayat (2). 

(3) Tanggal penyelesaian (settlement date) pe1nbayaran Biaya 

Transportasi (Freight) berdasarkan kesepakatan antara 

pe1nbeli dengan penyedia jasa pengangkutan dan/atau 

Biaya Asuransi (Insurance) berdasarkan kesepakatan 

antara pembeli dengan penyedia jasa asuransi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam 

kontrak atau perjanjian, paling lama 365 (tiga ratus 

enan1 puluh lin1a) hari terhitung sejak tanggal 

pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor. 
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BAB III 

PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN 

(VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION) 

Bagian Kesatu 

Penghitungan Ulang 

Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI 

Pasal 9 

(1) Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penilnbunan 

berikat, 111.enghitung ulang Bea Masuk, cukai, dan/atau 

PDRI pada saat jatuh te1npo tanggal penyelesaian 

(settlement date): 

a. Harga Futures sebagailnana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf c; 

b. pembayaran Royalti, Proceeds, dan/ atau Assist 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf c; atau 

c. pembayaran Biaya Transportasi (Freight) dan/atau 

Biaya Asuransi (Insurance) sebagailnana dilnaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b. 

(2) Penghitungan ulang Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI 

sebagailnana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

berdasarkan bukti atau dokumen yang diperoleh pada 

saat tanggal penyelesaian (settlement date) sesuai dengan 

klasifikasi, p~mbebanan dan Nilai Dasar Penghitungan 

Bea Masuk (NDPBM) yang tercantum pada 

Pemberitahuan Pabean In1.por yang telah mendapatkan 

nomor dan tanggal pendaftaran. 

(3) Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI yang telah dibayar 

pada saat Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

dikurangi dengan hasil penghitungan ulang Bea Masuk, 

cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 
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( 4) Hasil penghitungan sebagailnana dilnaksud pada ayat (3) 

untuk n1engetahui selisih kurang, selisih lebih, atau 

tidak ada selisih pernbayaran Bea Masuk, cukai, 

dan/atau PDRI. 

Pasal 10 

(1) Dalarn hal hasil penghitungan Bea Masuk, cukai, 

dan/atau PDRI sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 9 

ayat (3) 1nenunjukkan selisih kurang, Ilnportir, 

pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha te1npat penin1bunan 

berikat 1ne1nbuat dan menuangkan sendiri kekurangan 

pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI tersebut 

pada dokumen dasar Pembayarq11 Inisiatif atas Nilai 

Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation). 

(2) Doku1nen dasar Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai Pabean 

(Voluntary Payment: on Customs Valuation) sebagailnana 

dilnaksud pacla ayat ( 1) dibuat untuk 1nelakukan 

pembayaran settap Pemberitahuan Pabean Impor yang 

telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pada 

Kantor Pabean yang sama. 

(3) Bentuk dokumen dasar Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai 

Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) 

sebagaimana dilnaksud pada ayat (1) 111,enggunakan 

contoh format yang tercantu1n dalam Lampiran huruf B 

yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal 11 

(1) Dalam hal hasil penghitungan Bea Masuk, cukai, 

dan/atau PDRI sebagain1ana dilnaksud dalam Pasal 9 

ayat (3) menunjukkan selisih lebih, Importir, pengusaha 

di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, 

atau pengusaha te1npat penilnbunan berikat, dapat 

mengajukan pennohonan penge1nbalian atas selisil1. lebil1. 
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pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI kepada 

Kepala Kantor Pabean tempat Pemberitahuan Pabean 

Ilnpor 1nendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung 

sejak tanggal penyelesaian (settlement date). 

(3) Dalam hal hasil penghitungan Bea Masuk, cukai, 

dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dala1n Pasal 9 

ayat (3) 1nenunjukkan tidak ada selisih, hnportir, 

pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan 

berikat, menya1npaikan laporan disertai bukti atau 

dokurnen pendukung kepada Kepala Kantor Pabean 

ternpat Pe1nberitahuan Pabean hnpor n1endapatkan 

n01nor dan tanggal pendaftaran. 

(4) Dalam rangka penge1nbalian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean: 

a. mengajukan permintaan untuk dilakukan penelitian 

ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan 1nengenai penelitian ulang; atau 

b. me1nberikan pengembalian sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 1nengenai pengembalian 

dalam rangka kepabeanan. 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan Pernbayaran Inisiatif atas Nilai Pabean 

(Voluntary Payment on Customs Valuation) 

Pasal 12 

(1) Atas kekurangan pe1nbayaran Bea Masuk, cukai, 

dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (1), Importir, pengusaha di kawasan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha te1npat 

penimbunan berikat harus melakukan Pembayaran 

Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs 

Valuation). 
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(2) Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation) sebagai1nana dirnaksud 

pada ayat ( 1) dilakukan dalarn jangka waktu paling 

larnbat 7 (t1.,~j"uh) hari kerja terhitung sejak tanggal 

penyelesaian ( seitlement date): 

a. Harga Futures; 

b. Royalti; 

c. Proceeds; 

d. Biaya Transportasi (Freight); 

e. Biaya Asuransi (Insurance); dan/atau 

f. Assist, 

yang tercantum dalan1 Pernberitahuan Pabean hnpor. 

(3) Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation) sebagairnana din1aksud 

pada ayat (1) dilakukan _berdasarkan dokurnen dasar 

Pernbayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation) sebagairnan_a dirnaksud 

dalarn Pasal 10 ayat (3). 

( 4) Apabila penyelesaian I-4:arga Futures, pen1bayaran Royal ti, 

pen1bayaran Proceeds, pe1nbayaran Biaya Transportasi 

(Freight), Biaya Asuransi (Insurance), dan/ atau Assist 

lebih cepat sebelurn tanggal penyelesaian (settlement 

date) yang tercanturn dalarn Pemberitahuan Pabean 

Impor, Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation) dapat dilakukan sebelu1n 

jangka waktu Pe111bayaran Inisiatif atas Nilai Pabean 

(Voluntary Payment on Customs Valuation) sebagailnana 

dimaksud pada ayat (2). 

(5) Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Importir, 

pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penilnbunan 

berikat, tidak rnelakukan Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration). 
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Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean 

Payment on Customs Valuation) dan 

penyetoran penerimaan negara dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

1nengenai tata cara pembayaran dan penyetoran 

penerilnaan negara. 

(7) Sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat J enderal 

Bea dan Cukai 1ne1nberitahukan jatuh ten1po 

Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation) kepada In1portir, 

pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan 

bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat 

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hart kerja sebelum tanggal 

penyelesaian ( settlement date). 

(8) Dalam hal sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dilnaksud pada 

ayat (7) belum tersedia atau 1nengalaini gangguan, Kepala 

Kantor Pabean n1enyampaikai1 surat pe1nberitahuan 

jatuh tempo Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai Pabean 

(Voluntary Payment on Customs Valuation) dalam jangka 

waktu paling laina 7 (tujuh) hai-i kerja sebelum tai--iggal 

penyelesaiai--i ( settlement date). 

(9) Surat Pemberitahuan jatuh tempo Pe1nbayaran Inisiatif 

atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs 

Valuation) sebagaimana dilnaksud pada ayat (8), 

menggunakan contoh format yang tercantmn dalam 

Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dart Peraturan Menteri ini. 

(10) Dalain hal Importir, pengusaha di kawasan perdagangan 

bebas dai1 pelabuhan bebas, atau pengusal--ia te1npat 

penil11bunan . be1ikat tidak n1elakukan Penibayaran 

Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs 

Valuation) atas kekurangan. pembayaran Bea Masuk, 

cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (1) sampai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
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Kantor Pabean merekomendasikan Pemberitahuan 

sebagailnana dilnaksud dalain Pasal 5 ayat ( 1) terse but 

untuk dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

undangan mengenai penelitian ulang 

Kepabeanan. 

BAB IV 

perundai1.g

atau Audit 

PELAPORAN, PENATAUSAHAAN, MONITORING DAN 

EVALUASI DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY~ 

DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI 

PABEAN (VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATI0l'v1 

Pasal 13 

(1) Dalam hal terdapat selisih kurang sebagailnana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalain pelaksanaan 

Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration), hnportir, 

pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penilnbunan 

berikat harus 1nenyampaikan laporan dengan 

melampirkai1.: 

a. bukti atau dokun1en yang dite1i1na pada tanggal 

penyelesaian ( settlement date).;. 

b. dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai 

Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation); 

dan 

c. biLling DJBC dan bukti pe1nbayaran, 

kepada Kepala Kantor Pabean te1npat Pe1nberitahuan 

Pabeai1. Impor 1nendapatkan nomor dan tanggal 

pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hart kerja terhitung 

sejak tanggal penyelesaian (settlement date). 

(2) Atas pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration), Importir, pengusaha di kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau 

pengusaha ten1pat penimbunan berikat, harus 

1nenya1npaikan laporan dengan melan1pirkan bukti atau 
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dokun1en yang cliterilna pada tanggal penyelesaian 

( settlement date), dalarn hal: 

a. terdapat selisih lebih sebagairnana dirnaksud dalarn 

Pasal 11 ayat (1); atau 

b. tidak ada selisih sebagairnana dirnaksud dalarn 

Pasal 11 ayat (3), 

kepada Kepala Kantor Pabean ternpat Pernberitahuan 

Pabean hnpor n1endapatkan non1or dan tanggal 

pendaftara.11 paling la1nbat 7 (tujuh) hari kerJa terhitung 

sejak tanggal penyelesaian (seitlement date). 

(3) Laporan sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) dan 

ayat (2), disarnpaikan secara elektronik rnelalui sistern 

aplikasi yang dikelola oleh Direktorat J enderal Bea dan 

Cukai. 

( 4) Dalain hal sis tern aplikasi yang dikelola oleh Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai sebagairnana di1naksud pada 

ayat (3) belurn tersedia atau 1nengala111i gangguai1 

operasional, laporan sebagairnana dilnaksud pada 

ayat ( 1) dan ayat (2) disarnpaikan rnelalui surat 

elektronik. 

(5) Bentuk laporan sebagain1ana dirnaksud pada ayat ( 1) dan 

ayat (2) 1nenggunakan contoh fonnat yang tercanturn 

dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

( 6) Dalarn hal Importir, pengusal1a di kawasai1 perdagai1gan 

bebas dai1 pelabuhai1 bebas, atau pengusal1.a te1npat 

penirnbunan berikat tidak rnenyarnpaikan laporan 

sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala 

Kantor Pabeai1 rnerekornendasikan Pernberitahuan Pabean 

Impor sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) 

tersebut untuk dilakukan peneli1:ian ulang atau Audit 

Kepabeanai-1 sesuai dengan ketentuai1 peraturan 

perundang-undangai1 1nengenai penelitiai1 ulai1g atau 

Audit Kepabeanan. 
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Pasal 14 

Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penilnbunan 

be1ikat harus 111enatausahakan semua dokumen yang 

berhubungan dengan Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration) dan/ atau Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean 

(Voluntary Payment on Customs Valuation) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 15 

(1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

111.enangani perbendaharaan 1nelakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan Deklarasi Inisiatif 

(Voluntary Declaration), Pembayar_an Inisiatif atas Nilai 

Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation), dan 

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13. 

(2) Monit01ing dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dilakukan dengan: 

a. 11.1.eneliti kebenaran Pembayaran Inisiatif atas Nilai 

Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan 

b. memastikan penyampaian laporan sesuai dengan 

jang~a waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat (1) dan ayat (2), 

sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2). 

(3) Hasil 1nonitoring dan evaluasi sebagaimana dilnaksud 

pada ayat (2), dapat ditindaklanjuti dengan reko1nendasi 

untuk dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

undangan mengenai penelitian ulang 

Kepabeanan. 

perundang

atau Audit 

I/ www.jdih.kemenkeu.go.id



- 21 -

BABV 

PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF 

(VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF) 

Pasal 16 

(1) Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan 

berikat, dapat 1nelakukan Pembayaran Inisiatif atas Tarif 

(Voluntary Payment on TarifjJ atas: 

a. kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, 

dan/atau PDRI yang merupaka11 hasil te1nuan 

sendiri; atau 

b. kewajiban pelunasan Bea Masuk, cukai, dan/atau 

PDRI. 

(2) Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on 

Tarifj) sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan 

sebelum dilakukan penelitian ulang atau Audit 

Kepabeanan. 

(3) Kekurangan pern.bayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau 

PDRI sebagain1ana dilnaksud pada ayat ( 1), dapat 

diakibatkan oleh: 

a. perbedaan klasifikasi dan/ atau pembebanan tarif 

Most Favoured Nation (MFN) serta telah dipenuhinya 

ketentuan larangan dan pembatasan; 

b. perbedaan pe1nbebanan tarif preferensi berdasarkan 

perjanjian atau kesepakatan internasional, tennasuk 

kewajiban pelunasan tarif dengan sken1a User 

Specific Duty Free Scheme (USDFS); dan/atau 

c. perbedaan pembebanan tarif Bea Masuk 

antidumping, Bea Masuk imbalan, Bea Masuk 

tindakan pengamanan, a tau Bea Masuk 

pembalasan. 

( 4) Pe1nbayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on 

Tarij] tidak perlu didahului dengan Deklarasi Inisiatif 

(Voluntary Declaration). 
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(5) Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha te1npat penilnbunan 

berikat, membuat dan menuangkan sendiri kekurangan 

pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI 

sebagaimana dilnaksud pada ayat ( 1) pada dokumen 

dasar Pe1nbayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment 

on TarifjJ sesuai dengan Nilai Dasar Penghitungan Bea 

Masuk (NDPBM) dan nilai pabean pada Pemberitahuan 

Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan 

tanggal pendaftaran. 

(6) Doku1nen dasar Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary 

Payment on Tarifj) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

dibuat untuk melakukan pembayaran setiap 

Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan 

nomor dan tanggal pendaftaran pada Kantor Pabean yang 

sama. 

(7) Dokumen dasar Pe1nbayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary 

Payment on Tarifj) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

menggunakan contoh format yang tercantum dalain 

Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan daii Peraturan Menteri ini. 

(8) Tata cara Pe1nbayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary 

Payment on TarifjJ clan penyetoran penerimaan negara 

dilaksanakai-i · sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 1nengenai tata cara pembayai-an 

dan penyetoran penerimaan negara. 

Pasal 17 

( 1) Atas pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif 

(Voluntary Payment on Tarifj) sebagailnana dilnaksud 

clala1n Pasal 16 ayat (1), Irn.portir, pengusaha di kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau 

pengusaha tempat penimbunan berikat, menyampaikan 

laporan dengan melampirkan: 

a. bukti atau dokumen yang diterima yang 

mengakibatkan kekurangan a tau kewajiban 

pembayaran; 
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b. dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Talif 

(Voluntary Payment on Tarifj); dan 

c. bming DJBC clan bukti pe1nbayaran, 

kepada Kepa1a Kantor Pabean tempat Pe1nberitahuan 

Pabean Impor mendapatkan nomor dan tangga1 

pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 

Pernbayaran Inisiatif atas Talif (Voluntary Payment on 

Tariff). 

(2) Laporan sebagain1ana dirnaksud pada ayat ( 1) 

disarnpaikan secara elektronik rnelalui siste1n aplikasi 

yang dikelola oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai. 

(3) Da1am ha1 sistern aplikasi yang dikelola oleh Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai sebagairnana dirnaksud pada 

ayat (2) belurn tersedia a tau rnengalaini · gangguan 

operasional, laporm1 disarnpaikai1. rnelalui surat 

elektronik paling la1nbat 7 (tujuh) hali kerja terhitung 

sejak Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment 

on Tariff). 

(4) Bentuk laporan sebagain1ana dimaksud pada ayat (1), 

rnenggunakan contoh fon11at yang tercantu1n dalain 

Larnpiran huruf F yang rnerupakan bagian tidak 

terpisahkan dali Peraturan Menteri ini. 

(5) Pelaksanaan Pernbayaran Inisiatif atas Talif (Voluntary 

Payment on Tarifj) oleh Irnportir, pengusaha di kawasan 

perdagangai1. bebas dan pelabuhan bebas, atau 

pengusaha te1npat penimbunan be1ikat, dapat menjadi 

bagian dalan1 melakukan: 

a. penilaian positif dalarn pe~gelolaan 111anaje1nen 

lisiko, dan/ atau 

b. pengakuan untuk rnendapatkan perlakuan 

kepabeanan tertentu. 

(6) IrnportiL pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha ternpat penilnbunan 

berikat harus 1nenatausahakan sen1ua dokun1en yang 

berhubungan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary 

Payment on Tarifj) sesuai dengan ketentuan peraturai1. 

perundang-undangan. 
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BABV1 

PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH 

(VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY) 

Pasal 18 

(1) Dalam hal hasil temuan sendiri menunjukkan adanya 

kelebihan ju1nlah barang impor saat ilnportasi clan atas 

kelebihan terse but 111engakibatkan kekurangan 

pe1nbayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI, berlaku 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Importir Mitra Utama (MITA) Kepabeanan atau 

Importir Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized 

Economic Operator), dapat melakukan Pembayaran 

Inisiatif atas Jun1lah (Voluntary Payment on 

Quantity)· dengan 1nen1bayar kekurangan Bea 

Masuk, cukai, dan/atau PDRI; 

b. Importir produsen berisiko rendah pada saat 

Pe1nberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor 

dan tanggal pendaftaran, dapat melakukan 

Pen1bayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary 

Payment on Quantity) dengan 111e1nbayar kekurangan 

Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI; 

c. Importir yang 1nendapatkan fasilitas KITE 

Penge1nbalian, dapat melakukan Pe1nbayaran 

Inisiatif atas Jumlah (Voluntary Payment on 

Quantity) dengan membayar kekurangan Bea 

Masuk, cukai, dan/atau PDRI; 

d. Importir yang mendapatkan fasilitas KITE 

Pe1nbebasan. dan KITE Industri Kecil Menengah, 

dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah 

(Voluntary Payment on Quantity) dengan: 

1. melakukan penyesuaian nilai ja1ninan, jika 

barang tercantum dalan1 daftar barang dan 

bahan dalam Keputusan Menteri Keuangan 

mengenai penetapan sebagai perusahaan KITE 

Pe1nbebasan atau KITE Industri Kecil 

Menengah; dan/ atau 
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2. men1bayar kekurar1gan Bea Masuk, cukai, 

dan/atau PDRI, jika barang tidak tercantum 

dala1n daftar barang 

Keputusan Menteri 

pen eta pan sebagai' 

dan bahan dalain 

Keuangan 1nengenai 

perusahaan KITE 

Pembebasan atau KITE Industri Kecil 

Menengah; 

e. Importir yang mendapatkan fasilitas pembebasan 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, dapat 

melakukan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah 

(Vo[uniary Payment on Quantity) dengan n1en1bayar 

kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI 

terhadap selisih lebih barang, dalam hal kelebihan 

jumlah barang yang diimpor mengakibatkan 

kelebihan atas jumlah barang yang diberikan 

fasilitas pembebasan; atau 

f. Pengusal1.a kawasan berikat 1nandiri, dapat 

n1.elakukan Pe1nbayaran Inisiatif atas J umlah 

(Vo[untary Payment on Quantity) dengan 111e1nbayar 

kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI. 

(2) Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Vo[untary Payment on 

Quantity) sebagailnana dimaksud ayat (1), dilakukan 

sebelum dilakukan penelitian ulang atau Audit 

Kepabeanan. 

(3) Pe1nbayaran Inisiatif atas Ju1nlah (Vo[untary Payment on 

Quantity) tidak perlu didahului dengan Deklai-asi Inisiatif 

(Vo[untary Dedaration). 

(4) Importir dan pengusaha kawasan berikat 1nandiri 

sebagaimana dilnaksud pada ayat (1), 1nembuat dan 

n1enuangkan sendiri kekurangan pembayaran Bea 

Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) pada dokumen dasar Pembayaran Inisiatif 

atas Jumlah (Vo[untary Payment on Quantity) sesuai 

dengan Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM), 

klasifikasi dan pen1be banan tarif, dan nilai pabean pacla 

Pe1nberitahuai1. Pabean In1por yang telah 1nendapatkan 

nomor dan tanggal pendaftaran. 
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(5) Dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Jumlah 

(Voluntary Payment on Quantity) sebagai1nana dilnaksud 

pada ayat (4) dibuat untuk melakukan pe1nbayaran 

setiap Pemberitahuan Pabean Impor yang telah 

mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pada 

Kantor Pabean yang sama. 

(6) Bentuk cloku1nen clasar Pe1nbayaran Inisiatif atas Jumlah 

(Voluntary Payment on Quantity) sebagaimana climaksud 

pada ayat (4) 111enggunakan contoh fonnat yang 

tercantu1n dalain Lainpiran hun1f G yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(7) Tata cara Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary 

Payment on Quantity) dan penyetoran pene1imaan negara 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundai1.g-undangan mengenai tata cara pen1bayaran 

clan penyetoran penerin1aan negara. 

Pasal 19 

(1) Atas pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah 

(Voluntary Payment on Quantity), Importir dan pengusaha 

kawasan be1ikat rnandiri sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (1) menyampaikai1. laporan dengan 

mela1npirkan: 

a. bukti atau clokumen yang diterima yang 

mengakibatkan kekurangan pembayaran; 

b. dokumen dasar Pembayaran lnisiatif atas Jumlah 

(Voluntary Payment on Quantity); dan 

c. billing DJBC dan bukti pembayaran, atau bukti 

jaminan 

kepada Kepala Kantor Pabean tempat Pemberitahuan 

Pabean Impor 1nendapatkan nomor dan tanggal 

pendaftaran, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 

Pen1bayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary Payment on 

Quantity). 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi 

yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
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(3) Dalain hal sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) belum tersedia atau mengalami gangguan 

operasional, laporan disampaikan melalui surat 

elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 

Pembayarai1. Inisiatif atas Junllah (Voluntary Payment on 

Quantity). 

(4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan contoh format yang tercantum dalam 

Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan daii Peraturan Menteri ini. 

(5) In1portir dan pengusaha kawasan berikat mandiri 

sebagain1ana dilnaksud dalan1 Pasal 18 ayat (1), harus 

1nenatausahakan semua doku1nen yang berhubungan 

dengan Pembayaran Inisiatif atas Junllah (Voluntary 

Payment on Quantity) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB VII 

PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI TRANSAKSI 

(VOLUNTARY PAYMENT ON TRANSACTION VALUE) 

Pasal 20 

(1) Dalam hal hasil temuan sendiri menunjukkan adanya 

kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/ atau 

PDRI berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. hnportir · Mitra Uta1na (MITA) Kepabeanan atau 

In1portir Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized 

Economic Operator), dapat melakukan Pembayai-an 

Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on 

Transaction Value) dengan me1nbayar kekurangan 

Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI; 

b. Importir produsen berisiko rendah pada saat 

Pe1nberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor 

dan tai-1ggal pendaftaran, dapat melakukan 
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Pen1bayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary 

Payment on Transaction Value) dengan 1nernbayar 

kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI; 

c. Irnportir yang rnendapatkan fasilitas KITE 

Penge1nbalian, dapat melakukan Pembayaran 

Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on 

Transaction Value) dengan membayar kekurangan 

Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI; 

d. hnportir yang mendapatkan fasilitas KITE 

Pembebasan clan KITE Industri Kecil Menengah, 

dapat rnelakukan Pernbayaran Inisiatif atas Nilai 

Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value) 

dengan melakukan penyesuaian nilai ja1ninan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

rnengenai pernbebasan bea rnasuk dan tidak 

dipungut pajak perta1nbahan nilai atau pajak 

perta1nbahan nilai dan pajak penjualan atas barang 

111ewah atas in1por barang dan bahar1 untuk diolah, 

dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan 

tujuan untuk diekspor; 

e. Importir yang mendapatkan fasilitas pembebasan 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, dapat 

rnelakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi 

(Voluntary Payment on Transaction Value) dengan 

111embayar kekurangan Bea Masuk, cukai, clan/ atau 

PDRI; dan 

f. Pengusaha kawasan berikat mandili, dapat 

melakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi 

(Voluntary Payment on Transaction Value) dengan 

membayar kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/ a tau 

PDRI. 

(2) Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary 

Payment on Transaction Value) atas kekurangan 

pembayaran Bea Masuk, cukat dan/atau PDRI 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. kesalahan tulis pada Pemberitahuan Pabean Impor 

yang mengakibatkan kesalal1.an penghitungan Bea 

Masuk, cukai, dan/atau PDRI, dan kesalahan 

tersebut bukan pada dokumen pelengkap pabean 

atau terdapat dokun1en pelengkap pabean lain yang 

menainbah nilai transaksi; 

b. nilai transaksi barang impor 1nerupakan objek suatu 

trai1.saksf jual beli; dan 

c. dilakukan sebelum dilakukan penelitian ulang atau 

Audit Kepabeanan. 

(3) Penggunaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi 

(Voluntary Payment on Transaction Value) diberikan 

terhadap substansi selain yang diatur pada Pasal 4 

ayat (1). 

( 4) Pen1bayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary 

Payment on Transaction Value) tidak perlu didahului 

dengan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration). 

(5) Importir dan pengusaha kawasan be1ikat mandili 

sebagailnana dimaksud pada ayat (1), membuat dan 

menuangkan sendiri kekurangan pembayaran Bea 

Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dilnaksud 

pada ayat (1) pada dokumen dasar Pembayaran Inisiatif 

atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on Transaction 

Value) sesuai dengan Nilai Dasar Penghitungan Bea 

Masuk (NDPBM) pada Pe1nberitahuan Pabean hnpor yang 

telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, 

klasifikasi dan pembebanan tarif sesuai peraturan 

perundang-undangan mengenai penetapan klasifikasi 

barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang 

impor. 

(6) Dokt1111en dasar Pen1bayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi 

(Voluntmy Payment on Transaction Value) sebagain1ana 

dimaksud pada ayat (5) dibuat untuk melakukan 

pembayaran setiap Pemberitahuan Pabean Impor yang 

telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pada 

Kantor Pabean yang sama. 
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(7) Bentuk dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai 

Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value) 

sebagailnana dilnaksud pada ayat (5), 1nenggunakan 

contoh fonnat yang tercantu1n dalam Lampiran huruf I 

yang n1erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(8) Tata cara Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi 

(Voluntary Payment on Transaction Value) dan penyetoran 

peneri1naan negara dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata 

cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara. 

Pasal 21 

(1) Atas pelaksanaan Pe1nbayaran. Inisiatif ata.s Nilai 

Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value), 

Importir dan pengusaha kawasan berikat 1nandiri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 

menyainpaikan laporan dengan melampirkan: 

a. bukti atau doku1nen yang diterima yang 

mengakibatkan kekurangan pembayaran; 

b. dokun1en dasar Pen1bayaran Inisiatif atas Nilai 

Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value); 

dan 

c. billing DJBC dan bukti pembayaran, atau bukti 

jaminan 

kepada Kepala Kantor Pabean tempat Pemberitahuan 

Pabean In1por 1nendapatkan nomor dan tanggal 

pendaftaran, paling lan1bat 7 (tujuh) hari kerja sejak 

Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary 

Payment on Transaction Value). 

(2) Lapora.n sebagain1ana dimaksud pada ayat ( 1) 

disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi 

yang dikelola oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai. 

(3) Dalarn. hal sistern aplikasi yang dikelola oleh Direktorat 

Jenderal Bea dan. Cukai sebagain1ana di1naksud pada 

ayat (2) belum tersedia atau mengalaini gangguan 

operasional, laporan sebagain1ai1a din1aksud pada 
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ayat ( 1) disampaikan 1nelalui surat elektronik paling 

lan1bat 7 (tujuh) 11ari kerja sejak Pen1bayaran Inisiatif 

atas Nilai Transaksi ('loluntary Payment on Transaction 

Value). 

(4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menggunakan contoh format yang tercantum dalam 

Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dali Peraturan Menteli ini. 

(5) hnportir dan pengusaha kawasan berikat 1nandili 

sebagain1ana dilnaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1), harus 

menatausahakan semua dokumen yang berhubur'.lgan 

dengan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi 

(Voluntary Payment on Transaction Value) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABVIH 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 22 

(1) Terhadap penggunaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration) dan Pembayaran Inisiatif (Voluntary 

Payment), dapat dilakukan penelitian ulang atau Audit 

Kepabeanan sesuai peraturan perundang-undangan 

mengenai penelitian ulang atau Audit Kepabeanan. 

(2) Dalam hal basil penelitian ulang atau Audit Kepabeanan 

terhadap Pen1beritahuan Pabean hnpor yang didalan1nya 

terdapat: 

a. Dekl_arasi Inisiatif ( Voluntary Declaration) yang tidak 

diselesaikan de11gan Pembayaran Inisiatif atas Nilai 

Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation), 

dalam hal terdapat kekurangan Bea Masuk, cukai, 

dan/atau PDRI; 

b. Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation) dan Pen1bayaran 

Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on 

Transaction Value), ditemukan perbedaan dengan 
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pen1bayai·an nilai transaksi yang sebenarnya dan 

mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea 

Masuk, cukai, dai1./atau PDRI; dan/atau 

c. Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary 

Payment on Quantity), ditemukan perbedaan dengan 

jumlah yang sebenarnya dan mengakibatkan 

kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, 

dai1_/atau PDRI, 

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai 

dengan ketentuan peraturan _ · perundang-undangan 

mengenai sai1.ksi adrninistrasi berupa denda di bidang 

kepabeanan dan/ atau cukai. 

(3) Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on 

TarifjJ, Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary 

Payment on Quantity), dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai 

Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value), 

tidak dapat dilakukan jika terdapat infonnasi intelijen 

terkait dengan dugaan pelanggaran di bidang 

kepabeanan, atau telah dilakukan penindakan atas 

pelanggaran di bidang kepabeanan oleh unit di 

lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 

mempunyai tugas dan fungsi di bidang penindakan dan 

penyidikan. 

BAB IX 

KETENTU&"I\J PERALIHAN 

Pasal 23 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

1. terhadap Importir, pengusaha di kawasan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat 

peni1nbunan berikat yang telah mengajukan 

Pe1nberitahuan Pa bean hnpor dengan tanggal 

pendaftaran sebelun1 Peraturan Menteri ini 1nulai berlaku 

dan belum dilakukan penelitian ulai1.g atau Audit 

Kepabeanan, dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas 

Nilai Pabeai1. (Voluntary Payment on Customs Valuation) 
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tanpa didahului Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

atas kekurangan Bea Masuk, cukai, dan/ atau PDRI atas 

Biaya Transportasi (Freight), Biaya Asuransi (Insurance), 

dan/atau Assist sebagailnana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat ( 1) huruf d, huruf e, dan huruf f; 

2. terhadap Pe1nberitahuan Pabean hnpor dengan tanggal 

pendaftaran sebelun1 Peraturan Mente1i ini 111ulai berlaku 

dan belum dilakukan penelitian ulang atau Audit 

Kepabeanan, atas · kekurangan pembayaran Bea Masuk, 

cukai, dan/atau PDRI atau kewajiban pelunasan Bea 

Masuk, cukai, dan/atau PDRI yang diakibatkan karena 

ketentuan dalan1 Pasal 16 ayat (3), hnportir, pengusah.a 

di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, 

atau peng:usaha te1npat penin1bunan berikat clapat 

melakukan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary 

Payment on Tarifj); 

3. terhadap Pembe1itahuan Pabean Impor dengan tanggal 

pendaftaran sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku 

clan belu1n dilakukan penelitian ulang atau Audit 

Kepabeanan, atas kelebihan jumlah barang impor saat 

ilnportasi dan 1nengakibatkan kekurangan pembayaran 

Bea Masuk, cukai, dan/ atau PDRI, hnportir dan · 

pengusaha kawasan berikat mandiri sebagaimana 

dimaksud dalain Pasal 18 ayat .(1), dapat melakukan 

Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary Payment on 

Quantity); 

4. terhadap Pen1beritahuan Pabean hnpor dengan tanggal 

pendaftai-an sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku 

dan behun dilakukan penelitian ulang atau Audit 

Kepabeanan, atas kekurangan pembayaran Bea Masuk, 

cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalain 

Pasal 20 ayat (2), hnportir dan pengusaha kawasan 

berikat mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

ayat ( 1), dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai 

Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value); dan 
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5. terhadap Pemberitahuan Impor Barang yang telah 

mendapatkan non1or dan tanggal pendaftaran sebelu1n 

Peraturan Menteri ini 1nulai berlaku, penyelesaian 

Deklarasi Inisiahf (Voluntary Declaration) dan 

Pembayaran Inisiatif (Voluntary ~ayment) dilaksanakan 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 67 /PMK.04/2016 tentang Deklarasi lnisiatif 

(Voluntary Declaration) Atas Nilai Pabean Untuk 

Penghitungan Bea Masuk. 

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 67 /PMK.04/2016 tentang Deklarasi 

Inisiatif (Voluntary Declaration) Atas Nilai Pabean Untuk 

Penghitungan Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 640), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 25 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enain puluh) 

hari terhitung sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

· dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Desember 2020 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 1 7 Desember 2020 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1494 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
ministrasi Kementerian 

AB ~ 
13 199703 1 001 
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LAMPIRAN 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 201/PMK.04/2020 
TENT~t\NG 
DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) DAN 
PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT) 

A. CONTOH FORMAT FORMULIR DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY 

DECLARATION) 

Kantor Pabean 
Nama pcngusaha/importir 
NPWP 
Alamat 
Nomor Pendaftaran 
Tanggal Pendaftaran 

DEKLARASI INISLI\TIF 
(VOLUNTARY DECLARATION) 

Nomor ........ '"° (1) ........... . 

: ....... . (2) ........... .. 
: ......... (3) ............ . 
: ......... (4) ............ .. 
: ......... (5) ............ . 
: ... ., .... (6) ........... .. 
: ......... (7) ............ . 

Sehubungan dengan Pemberitahuan Pa.bean Impor yang kami ajukan, dengan ini kami 
sampaikan bahwa terhadap barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean/barang 
yang dimasukkan dari luar daerah pabean kc kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan 
bebas/barang yang dikeluarkan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat 
lain da1am daerah pabean/barang yang dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat *): 

D Meru pakan transaksi Harga Futures 

D Mengandung Royalti 

D Mengandung Proceeds 

D Bia.ya Transportasi (Freight) belum dapat ditentukan ni1ainya 

D Bia.ya Asuransi (Insurance) belum dapat ditentukan nilainya 

□ Assist **) 

Nilai Perkiraan 
Deklarasi Inisiatif 

No. Uraian Barang 
Nornor Urut Jenis (Voluntary 

Barang Substansi Declaration) 
Mata Uang (Valas 

atau Rupiah) 

..... (8) ..... .... (9) .... .... (10) .... .... (11) .... 

Tanggal Penyelt"saian 
(Settlement Date) 

.... (12) .... 

Demikian DeklarasI Inisiatif (Voluntary Declaration) ini kami buat dengan penuh kesadaran 
dan rasa tanggung jawab. 

. .......... (13) .......... , .......... (14) .......... . 

........... (15) ......... . 

Tanda tangan clan Cap Perusahaan 

........... (16) ......... . 

Lembar 1 u11tuk Kantor Pabean 
Lembar 2 untuk importir, pengusaha ch kawasan perdagangan bebas clan pelabuhan bebas atau 

pengusaha ternpal p~nirnbunan berikat 

*) Corel yang ticlak perlu 
**) Centang ( ✓ ) sesuai clengan ym1g akan clideklarasikan 

Keterangan : Formulir ini menjacli dokumen pelellgkap Pemberitahuan Pabean lmpor sebagc1imana nomor (6) 
dan (7). 
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Non1or (2) 

No1nor (3) 

Nomor (4) 

Non1or (5) 

Nomor (6) 

N01nor (7) 

No1nor (8) 

Non1or (9) 

Nomor (10) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

diisi nomor Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sesuai 

dengan pen01noran yang dibuat oleh importir, pengusaha di 

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau 

pengusaha te1npat pe.nimbunan berikat dengan format: 

VD-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pe1nbuatan) 

Contoh : h11portir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas 

dan pelabuhan bebas, atau pengusaha te1npat 

penilnbunan berikat A, mengajukan dokumen kesatu, 

dengan Nomor NPWP (15 digit nomor), cara penulisan 

n01nor Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaraiion) adalah 

VD-001/NPWP (15 digit nomor)/2020. 

diisi naina Kantor Pabeai1. tern.pat Pen1beritahuan Pabean hnpor 

mendapatkan nomor dan tai1.ggal pendaftaran. 

diisi nama ilnportir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas 

dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan 

berikat. 

diisi NPWP importir, pengusaha di kawasai1. perdagangan bebas 

dan pelabuhan bebas, atau pengusaha te1npat penin1bunan 

berikat. 

diisi alamat in1portir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas 

dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penilnbunan 

berikat. 

diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi tanggal pendaftaran Pe1nberitahuan Pabean Impor. 

diisi uraian bai-ang sesuai dengan Pemberitahuan Pabean linpor. 

diisi non1or urut barang sesuai dengan Pe1nberitahuan Pa.bean 

In1.por. 

diisi dengan pilihan jenis Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration) untuk Harga Futures, Royalti, Proceeds, Biaya 

Transportasi (Freight), Biaya Asuransi (Insurance), atau Assist 

sesuaijenis barang. 
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No1nor (13) 

N01nor (14) 

No1nor (15) 

Nomor (16) 
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diisi dengan perkiraan Harga Futures, Royalti, Proceeds, Biaya 

Transportasi (Freight), Biaya Asuransi (Insurance), Assist sesuai 

jenis barang. 

diisi tanggal penyeles~ian ( settlement date). 

diisi te1npat pen1huatan Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Dedaration). 

diisi tanggal pe1nbuatan Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Dedaration). 

diisi naina jabatai1 pilnpinan perusahaan yang n1elakukan 

Deklarasi Inisiatif ( Voluntary Declaration). 

diisi nama, tanda tangan dan cap dart pimpinan perusahaan 

atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam rangka 

akses kepabeanan. 
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B. FORMAT DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI 

PABEAN (VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION) 

PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN 
(VOLUNTARY PA1.'J.VIENT ON CUSTOMS VALUATION) 

UNTUK ........... (1) ........... . 
Nomor .............. (2) ........... . 

Kantor Pabean 

Jenis Pemberitahuan Pabean Impor 

Nomor Pendaftaran 

TanggalP~ndaftaran 

Tanggal Penyelesaian 

Nama Importir. atau pengusaha_ 

Status 

......... (3) ............ . 

......... (4) ............ . 

......... (5) ............ . 

·········(6) ............ . 

......... (7) ............ . 

......... (8) ............ . 

......... (9) ............ . 

Terdapat pembayaran Bea Masuk, cukai. clan/ at.au PDRL oleh karena itu clengan 
ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payrnenl on Customs 
Valuation) dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai 
berikut: 

I NO. I URAIAN JUMLAH PEMBAYARAN 

1. Bea Masuk Rp ............. (10) .... _ ............ 

2. BMAD / BMI / BMTP I BMP* Rp ............. (11) ................ 

3. BMADS / BMIS / BMTPS* Rp ............. (12) ................ 

4. Cukai Rp ............. (13) ................ 
/ 

5. PPN Rp ............. (14) ................ 

6. PPnBM ·Rp ............. (15) ............... 

7. PPh Pasal 22 Rp ............. (16) ............... 

Jumlah Total Pembayaran Rp ............. (17) ............... 

Untuk nomor urut barang : ......... (18) ............ . 

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan 
dalam pemberitahuan ini. 

. .......... (19) .......... , .......... (20) .......... . 

········· .. (21) ......... . 

Tanda tangan clan Cap Perusahaan 

........... (22) ......... . 

Lembar 1 : untuk Kantor Pabean 
Lembar 2 : untuk Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan. bebas. 

atau pengusaha tempat penimbunan berikat. 
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PETUNJUK PENGISIAN 

diisi substansi Deklarasi Inisiatif (Vo[untary Dedaration) 

sebagaimana dirnaksud dala1n Pasal 4 ayat ( 1), yaitu Harga 

Futures, Royalti, Proceeds, Biaya Transportasi (Freight), Biaya 

Asuransi (Insurance), atau Assist, yang akan dilakukan 

Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on 

Customs Valuation). 

Untuk masing-masing substansi menggunakan satu 

Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Vo[untary Payment on 

Customs Va[uation). 

diisi nomor Pe1nbayaran Inisiatif at.as Nilai Pabean (Vo[untary 

Payment on Customs Va[uation) sesuai penomoran yang dibuat 

oleh Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan 

berikat, dengan format: 

VPCV-(nomor urut)/(no1nor NPWP)/(tal1.un pembuatan) 

Contoh : Imp01ijr, pengusaha di kawasan perdagangan bebas 

dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat 

penimbunan be1ikat A, mengajukan dokumen kesatu, 

dengan Nomor NPWP (15 digit nomor), maka Nomor 

Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation) adalah VPCV-OO1/ 

NPWP (15 digit no1nor) /2020. 

cliisi nan1a kantor pabean ten1pat Pe1nberitahuan Pabean I111por 

111endapatkan 1101nor dan tanggal pendaftaran. 

diisi j enis Pe1nberitahuan Pa bean Impor, misalnya: 

BC 2.0 (PIB) untuk Pemberitahuan Impor Barang. 

PPITZ-O1 untuk pemberitahuan pabean untuk 

BC 2.8 

pengeluaran barang dari kawasan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain 

dala1n daerah pabean. 

untuk pe1nberitahuan pa bean untuk 

pengeluaran barang dari pusat logistik berikat 

yang diimpor untuk dipakai. 
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untuk pemberitahuan pabean untuk 

pengeluaran barang impor dari tempat 

penin1bunan berikat untuk diin1por untuk 

dipakai. 

Non1or (5) & (6) diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean 

hnpor (nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan 

Pabean Impor ini digunakan dalam pengisian billing DJBC). 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

No1nor (10) 

Nomor (11) 

diisi tanggal penyelesaian ( settlement date) Harga Futures, 

Royalti, Proceeds, Biaya Transportasi (Freight), Biaya Asuransi 

(Insurance), a tau Ass_ist sesuai dengan yang dicantumkan clalan1 

Pern.beritahuan Pabean hnpor atau Formulir Deklarasi Inisiatif 

(Voluntary Declaration). 

diisi naina hnportir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas 

dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penilnbunan 

berikat. 

diisi status pembayarai1 pada kolom yang tersedia, yaitu: 

Final 

Periodik 

dalam hal Pembayaran Inisiatif atas Nilai 

Pabean (Voluntary Payment on Customs 

Valuation) dilakukan secara final dan tidak ada 

Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai Pabean 

(Voluntary Payment on Customs Valuation) 

berikutnya untuk Pemberitahuan Pabean Impor 

yang sama. 

dalam hal akan dilakukan Pembayaran Inisiatif 

atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on 

Customs Valuation) berikutnya untuk 

Pe1nberitahuan Pabean Impor yang sama, 

untuk penyelesaian pembayaran Royalti 

dan/ atau Proceeds yang dilakukan secara 

periodik berdasarkan kesepakatan antara 

pembeli dan penjual dalam kontrak atau 

perjanjian masih terdapat kewajiban 

pembayaran Royalti dan/atau Proceeds. 

diisi ju1nlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea· Masuk. 

diisi jumlah pelunasai1. kekurangan pen1bayaran BlVIAD / 

BMI/BMTP /BMP. 
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Non1or (22) 
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diisi jumlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran BMADS/ 

BMIS/BMTPS. 

diisi jun11ah pelunasan kekurangan pembayaran cukai. 

diisiju1nlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran PPN. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM. 

diisijumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22. 

diisi jumlah total pelunasan kekurangan pembayaran. 

diisi nomor urut barang yang diimpor dengan Harga Futures, 

Royalti, Proceeds, Biaya Transportasi (Freight), Biaya Asuransi 

(Insurance), atau Assist yang dilunasi kekurangan 

pembayarannya. 

diisi te1npat pen1buatan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif 

atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation). 

diisi tanggal pembuatan doku1nen dasar Pembayaran Inisiatif 

atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation). 

diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan 

Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on 

Customs Valuation). 

diisi naina, tanda tangan dan cap dari •pimpinan perusahaan 

atau yang nainanya tercantun1 dalain No1nor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) yang telah mendapatkan 1101nor identitas dalan1 rangka 

akses kepabeanan. 
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CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN JATUH TEMPO 

PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN (VOLUNTARY PAYMENT ON 

CUSTOMS VALUATION) 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UT.i\MA ..................... . 
KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN .................................. . 

SURATPEMBERITAHUANJATUHTEMPOSETTLEMENTDATE 
PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN 

(VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION} 

........... (1) ........... . 

........... (2) ............ . 

Nomor 

Tanggal 

Perihal Surat Pembe1itahuan Jatuh Tempo Settlement Date 
Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 
Payment on Customs Vclluation) 

Yth .......... (3) ............ . 
......... (3) ............ . 

Jenis Pemberitahuan Pabean Impor 

Nomor Pendaftaran 

Tanggal Pendaftaran 

Nama Importir. atau pengusaha 

. ........ (4) ............ . 

......... (5) ............ . 

......... (6) ............ . 

......... (7) ............ . 

Sehubungan clengan pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) clan 
Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Volui1fary Payment on Cu.storns Valuation). berikut ini 
clisarnpaik.an jatuh tempo Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on 
Cust.oms ValuaUon) pacla tanggal seWemcnt elate ....... (8) ........ climinta Saucfara untuk clapat 
segera memenuhi kewajiban Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payme11t on 
Custorns Valuation) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung· sejak tanggal penyelesaian 
(settlement date). 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan te1ima kasih . 

........... (9) .......... , .......... (10) .......... . 

........... (11) ......... . 

........... (12) ......... . 
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PETUNJUK PENGISIAN 

diisi no1nor surat pemberitahuan jatuh tempo settlement date 

Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on 

Customs Valuation). 

diisi tanggal surat pe1nberitahuan jatuh te1npo settlement date 

Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on 

Customs Valuation). 

diisi nama dan alamat Importir, pengusaha di kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha 

ten1pat penilnbunan. berikat. 

diisi jenis Pen1beritahuan Pabean h11por, 1nisalnya: 

BC 2.0 (PIB) 

PPFrZ-01 

BC 2.8 

BC 2.5 

untuk Pe1nberitahuan In1por Barang. 

untuk pe1nberitahuan pabean untuk 

pengeluaran barang dari kawasan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain 

dalam daerah pabean. 

untuk pe1nbe1itahuan pabean pengeluaran 

barang dari pusat logistik berikat yang diin1por 

untuk dipakai. 

untuk pe1nberitahuan pa bean untuk 

pengeluaran 

penimbunan 

dipakai. 

barang impor dari tempat 

berikat untuk diimpor untuk 

N01nor (5) & (6) diisi non1or dan tanggal pendaftaran Pe1nberitahuan Pabean 

In1por (non1or dan tanggal pendaftaran Pen1beritahuan 

Non1or (7) 

Nom01~ (8) 

Nomor (9) 

No1nor (10) 

Pabean I111por ini digunakan dalain pengisian billing DJBC). 

diisi nama Importir / pengusaha di kawasan perdagangan be bas 

dan pelabuhan bebas/pengusaha tempat penilnbunan berikat. 

diisi tanggal settlement date Pembayaran Inisiatif atas Nilai 

Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation). 

diisi tempat pembuatan surat pemberitahuan jatuh tempo 

settlement date Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation). 

diist tanggal pembuatan surat pemberitahuan · jatuh tempo 

settlement date Pen1bayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary 

Payment on Customs Valuation). 
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diisi Kepala Kantor Pabean yang 1nenandatangani surat 

pen1beritahuan jatuh tempo settlement date Pen1bayarar1 Inisiatif 

atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation). 

diisi naina dan tanda tangan Kepala Kantor Pabean yang 

menandatangani surat pemberitahuan jatuh tempo settlement 

date Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment 

on Customs Valuation). 
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D. CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN DEKLARASI INISIATIF 

(VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN .INISIATIF ATAS NILAI 

PABEAN (VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION) 

Nomor 
Perihal 

: ........... (1) ........... . 
: Laporan Pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

clan Pembayaran Inisiatif atas NHai Pabean (Voluntary Payment 
on Customs Valuclfion) 

Yth. Kepala ......... (2) ............ . 
(3) ............ . 

Sehubungan dengan pelaksanaan Deklarasi lnisiatif (Voluntary Declaration) dan/atau 
Pernbayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Cu.slams Valuation). terlampir 
bersai11a ini kami sampaikan data Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dan/ atau 
Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) yang telah 
jatuh tempo, yang disertai dengan dokumen berupa: 

1. bukti atau dokumen yan.g diterima pada tanggal penyelesaian (settlement date); 

2. dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs 
Valuation): clan 

3. billing DJBC clan bukti pembayaran. 

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang 
cliberitahukar1 clalarn laporan inL 

........... (4) .......... , .......... (5) .......... . 

........... (6) ......... . 

Tanda tangan dan Cap Perusahaan 

........... (7) ......... . 
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LAMPIRAN 
LAPORAN PELAKSANAAN DEJ\.LARASI JNJSIATIF (VOLUNTARY 
DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIV ATAS NILA.I 
PABEAN (VOLUNTARY PAYA1ENTON CUSTOMS VALUATION) 
Nomor .......... (1).......... · 
Tanggal : .......... (5) ......... . 

RINCIAN LAPORAN PELAKSANAAN DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN 
(VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION) . 

PEMBERIT:AHUAN PA.BEAN IMPOR NOMOR NOMOR 
FORMULIR DOEUMEN 
DEKLARASI NILAI TANGGAL DA.SAR NILA.I SAAT 

INISIATIF PERK.IRAAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN 
(VOLUNTARY DEKLARASI (SEITLEMENT TANGGAL 

SELISIH NOMOR PENYELESAIAN INIS!A'l1F 
DECLARATION)* 

URA.IAN JENIS INISIATIF DATE) NII.AI 
NOMOR TANGGAL rn,:M (SEITLEMENT A'l'AS NILA.I STATUS 

BA.RANG SUBSTANSI (VOLUNTARY 
PENDAFTARAN PENDAJ'q"'ARAN BA.RANG DATE) (C= A-B) l'ABEAN 

DECLARATION) (\101.,UNTARY 
(A) 

(B) PAYMENT ON 
CUSTOMS 

\1 J\LUi\TION) 

..... (8) ..... . .... (9) ..... . .... (10) ..... . .... (11) ... .. (12) .. ..(13) . . .... (14) ..... ..... (15) ..... . .... (16) .... ..... (17) .... .. (18) .. ..(19) .. 

. ......... . ......... .......... . ......... . ......... . ........ . ......... .......... . ......... . ......... . ......... 

TOTAL ..... (20) ..... ..... (21) ..... . .... (22) .... 

.......... (6) ......... . 

Tancla Tangan clan Cap Pcn1sahaan 

.......... (7) ......... . 

*) Diisi jika rnenggunakan Forrnulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

diisi non1or laporan pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Dedaration) dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean 

(Voluntary Payment on Customs Valuation) sesuai peno1noran 

yang dibuat oleh Importir, pengusaha di kawasan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat 

penimbunan berikat, dengan format: 

LVD-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan) 

Contoh : Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas 

dan pelabuhan bebas, atau pengusaha ten1pat 

penin1hunan berikat A n1engajukan clokun1en kesatt.1, 

clengan N 0111or NPWP ( 15 digit Iion1or), 1naka N on1or 

laporan pelaksanaan Deklarasi . Inisiatif (Voluntwy 

Dedaration) dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai 

Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) 

adalah LVD-OO1/NPWP (15 digit nomor)/2O2O. 

diisi na1na kantor pabean te1npat Pe1nbe1itahuan Pabean Impor 

111endapatkan 110111.or clan tanggal pendaftaran. 

diisi alan1at kantor pabean ten1pat Pe1nberitahuan Pabean 

In1por mendapatkan non1or clan tanggal pendaftaran. 

diisi tempat pembuatan laporan pelaksanaan Deklarasi Inisiatif 

(Voluntary Dedaration) dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai 

Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation). 

diisi tanggal pen1buatan laporan pelaksanaan Deklarasi 

Inisiatif (Voluntary Dedaration) clan Pen1bayaran Inisiatif atas 

Nilai Pabean (Voluntwy Payment on Customs Valuation). 

diisi nama jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan 

laporan pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) 

dan Pembayaran lnisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment 

on Customs Valuation). 

www.jdih.kemenkeu.go.id



Nomor (7) 

No1nor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

No1nor '( 11) 

N01nor (12) 

Nomor (13) 

Nomor (14) 

No1nor (15) 

N01nor (16) 

Nomor (17) 
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diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusal1.aan 

atau yang namanya tercantu1n dalam N01nor Pokok Wajib 

Pajak (NP\iVP) yang telah n1endapatkan no1nor identitas dalam 

rangka akses kepabeanan. 

diisi n01nor pendaftaran Pe1nberitahuan Pabean Impor atas 

penggunaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration). 

diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuari Pabean Impor atas 

penggunaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration). 

diisi no1nor Fonnulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration). 

diisi uraian barang sesuai dengan Pern.beritahuan Pabean 

In1por. 

diisi n01nor urut barang_ sesuai dengan Pemberitahuan Pabean 

Impor. 

diisi dengan jenis substansi Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration) untuk Harga Futures, Royalti, Proceeds, Biaya 

Transportasi (Freight), Biaya Asuransi (Insurance), atau Assist. 

diisi dengan perkiraan Harga Futures, Royalti, Proceeds, Biaya 

Transportasi (Freight), Biaya Asuransi (Insurance), atau Assist 

sesuai dengan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration). 

diisi tanggal penyelesaian ( settlement date). 

diisi dengan nilai yang sudah dapat ditentukan Harga Futures, 

Royalti, Proceeds, Biaya Transportasi (Freight), Biaya Asuransi 

(Insurance), atau Assist sesuai dengan bukti atau dokumen 

yang diterima pada tanggal penyelesaian (settlement date). 

diisi pengurangan nilai perkiraan Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration) pacla n01nor ( 14) dikurangi nilai yang sudah dapat 

ditentukan pada tanggal penyelesaian (settlement date) 

Nomor (16). 

diisi masing-masing n01nor doku1nen dasar Pembayaran 

Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs 

Valuation). 

diisi status Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (-Voluntary 

Payment on Customs Valuation) per Pemberitahuan Pabean 

Ilnpor, yaitu: 

Final clalan1 hal Pen1bayaran Inisiatif atas Nilai 

Pabean (Voluntary Payment on Customs 

Valuation) dilakukan secara final dan tidak 
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Nomor (20) 

Non1or (21) 

No1nor (22) 

Periodik 
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ada Perr1bayaran Inisiatif atas Nilai Pabean 

(Voluntary Payrnent on Customs Valuation) 

berikutnya untuk Pemberitahuan Pabean 

Impor yang sama. 

dalam hal akan dilakukan Pembayaran 

Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment 

on Customs Valuation) berikutnya untuk 

Pemberitahuan Pabean Impor yang san1a, 

untuk penyelesaian pembayaran Royalti 

dan/ atau Proceeds yang dilakukan secara 

periodik berdasarkan kesepakatan antara 

pembeli dan penjual dalam kontrak atau 

pe1janjian masih terdapat kewajiban 

pembayaran Royalti dan/atau Proceeds. 

diisi jumlah nilai perkiraan Deklarasi Inisiatif (VoluntanJ 

Declaration) pada kolom N omor ( 14). 

diisi ju1nlah nilai saat tanggal penyelesaian (settlement date) 

pada kol01n N 0111or ( 16). 

diisi jun1lah selisih nilai perkiraan Deklarasi Inisiatif (Voluntary 

Declaration) dikurangi nilai saat tanggal penyelesaian 

( settlement date) pada kolom N omor ( 1 7). 
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E. FORMAT DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF 

(VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF) 

PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF 
(VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF) 

Nomor ........... (1) ........... . 

Kantor Pabean 
Jenis Pemberitahuan Pabean Impor 
Nomor Pendaftaran 
TanggalPendaftaran 
Jenis Tarif 
Nama Importir, atau pengusaha 

......... (2) ............ . 

......... (3) ............ . 

......... (4) ............ . 

......... (5) ............ . 

......... (6) ........... .. 

......... (7) ............ . 

Terclapat kekurangan pembayaran Bea Masuk. cukai. dan/atau PDRI. akibat perbedaan 
pembebanan tarif yang bukan karena penetapan Pejabat Bea clan Cukai atau Direktur 
Jencleral Bea clan Cukai. oleh karena itu clengan ini kami sampaikan Pembayaran lnisiatif 
atas Tarif (Voluntary Payment on TarWJ clalam rangka pelunasan._ kekurangan pernbayaran 
tersebut clengan rincian sebagai berikut: 

NO. URAIAN JUMLAH PEMBAYARAN 

1. Bea Masuk Rp ............. (8) ............... : 

2. BMAD / BMI / BMTP / BMP* Rp ............. (9) ............... . 

3. BMADS / BMIS / BMTPS* Rp ............. (10) ............... . 

4. Cukai Rp ............. (11) ............... . 

5. PPN Rp ............. (12) ............... . 

6. PPnBM Rp ............. (13) ............... . 

7. PPh Pasal 22 Rp ............. (14) .............. . 

Jumlah Total Pembayaran Rp ............. flS) .............. . 

Untuk nomor urut barang : ......... (16) ............ . 

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan 
dalam pemberitahuan ini. 

........... (17) .......... , .......... (18) .......... . 

........... (19) ......... . 

Tanda tangan dan Cap Pen1sahaan 

........... (20) ......... . 

Lembar l : untuk Kantor Pabean 
Lembar 2 : untuk Importir, pengusaha di kawasan perclagangan bebas dan pelabuhan 

bebas atau pengusaha tempat penimbunan berikat. 
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LAMPIRAN 
PEMBAYARAN INISJATIF ATAS TARIF (VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF) 
Nomor : .......... (1) .......... 
Tanggal : .......... (18) .......... 

RINCIAN PEMBAYARAN INISIA11F (VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF) 

Nomor Penclaftaran .......... (21) .......... 
Tanggal Penclafiaran : .......... (22) .......... 

NOMOR 
BMAD/BMI/ BMADS/BMIS/ PPh 

NO. JENJSTARJF URUT BEAMASUI{ CUKAJ PPN PPnBM TOTAL 
BARANG 

BMTP/BMP BMTPS Pasal 22 

1. ... (23) ... ... (24) ... . .. (25) ... ... (26) ... ... (27) ... ... (28) ... . .. (29) ... ... (30) ... ... (31) ... . •. (32) ... 

2. ..... . .... ..... ····· . .... ..... . .... ..... . .... . .... 

dst 

TOTAL ... (8).,. ... (9) ... ... (10) ... . . . (11 ) ... ... (12) ... . .. (13) ... ... (14) ... . .. (] 5) ... 

.......... (19) .......... 

Tancla Tangan dan Cap Perusahaan 

.......... (20) .......... 
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No1nor (2) 

Nomor (3) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

diisi non1or Pen1bayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment 

on Tarifj) sesuai penon1oran yang dibuat oleh In1portir, 

pengusaha di kawasan · perdagangan bebas dan pelabuhan 

bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dengan 

format: 

VPT-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan) 

Contoh : Importir,. pengusaha di kawasan perdagangan bebas 

dan pelabuhan bebas, atau pengusaha ten1pat 

penimbunan. berikat A, 1nengajukan dokmnen kesatu, 

dengan. Nonior NPWP (15 digit nomor), 1naka N01nor 

Pembayaran Inisiatif atas Taiif (Voluntary Payment 

on TariJ!J adalah VPT-001/ NPWP (15 digit nomor) 

/2020. 

diisi nama kantor pabean tempat Pembe1itahuan Pabean Impor 

1nendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran. 

diisi jenis Pembe1itahuan Pa.bean Impor, misalnya: 

BC 2.0 (PIB) untuk Pemberitahuan llnpor Barang. 

PPITZ-01 untuk pen1beritahuan pabean untuk 

BC 2.8 

BC 2.5 

pengeluaran barang · dart kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke 

tempat lain dalam daerah pabean. 

untuk pe1nberitahuan pabean pengeluaran 

barang dari pusat logistik bertkat yang 

diilnpor untuk dipakai. 

untuk pen1beritahuan pabean untuk 

pengeluaran barang impor dart tempat 

penimbunan bertkat untuk diimpor untuk 

dipakai. 

Nomor (4) & (5) diisi nomor dan tai-1ggal pendaftaran Pembe1itahuan 

Pabean Impor (nomor dan tanggal pendaftaran 

Pe1nberitahuan Pabean In1por ini digunakan dalain 

pengisian billing DJBC). 
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Nomor (6) 

Nomor (7) 

No1nor (8) 

N01nor (9) 

No1nor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 

No1nor (13) 

No1nor (14) 

Nomor (15) 

N 0111or ( 16) 

Nomor (17) 

N01nor (18) 

Non1or (19) 
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diisi "Terlampir'' jika lebih dari 1 (satu) jenis tarif yang berbeda, 

jika hanya 1 (satu) jenis tarif 111aka tarif diisi langsung pada 

kolo1n yang tersedia, yaitu: 

MFN untuk tarif Most Favoured Nation. 

Preferensi 

USDFS 

Ta111bahan BM 

untuk tarif preferensi berdasarkan 

perjanjian atau kesepakatan intemasional. 

untuk tarif dengan skema User Specific Duty 

Free Scheme. 

untuk tarif Bea Masuk Anti Du1nping, Bea 

Masuk In1balan, Bea Masuk Tindakan 

Pengarn.anan, atau Bea Masuk Pe1nbalasan. 

diisi nama Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas 

dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan 

berikat. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BM.AD/ 

BMI/BMTP /BMP. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BM.ADS/ 

BMIS/BMTPS. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai. 

diisijumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN. 

diisi ju1nlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22. 

diisi jumlah total pelunasan kekurangan pembayaran Bea 

Masuk, BM.AD /BMI/BMTP /BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, 

cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22. 

diisi "Terlampir'' jika jenis barang lebih dari 1 (satu) clan lebih 

dari 1 (satu) pas tarif, jika hanya 1 (satu) jenis barang maka 

non1or urut barang yang tercantu1n dalam Pe1nberitahuan 

Pabean Impor diisi langsung pada kolom yang tersedia. 

diisi tempat pembuatan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif 

atas Tarif (Voluntary Payment on Tariff). 

diisi tanggal pembuatan doku1nen dasar. Pe1nbayaran Inisiatif 

atas Tarif (Voluntary Payment on TarifjJ. 

diisi naB1a jabatan pi1npinan perusahaan yang 111elakukan 

Pe1nbayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on Tariff). 
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Nomor (20) 

Nomor (21) 

No1nor (22) 

Non1or (23) 

Nomor (24) 

Nomor (25) 

N 0111or (26) 

Nomor (27) 

Nomor (28) 

Nomor (29) 

Nomor (30) 

Non1or (31) 

Nomor (32) 
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diisi naina, tanda tangan dan cap dari pilnpinan perusahaan 

atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan n~mor identitas dalam 

rangka akses kepabeanan. 

diisi no1nor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor 

diisi tanggal pendaftaran Pernberitahuan Pabean hnpor. 

diisi jenis tarif sesuai dengan perbedaan pen1bebanan tarif, 

yaitu: 

MFN untuk tarif Most Favoured Nation. 

Preferensi 

USDFS 

Tan1bahan BM 

untuk tarif preferensi berdasarkan 

perjanjian atau kesepakatan internasional. 

untuk tarif dengan ske1na User Specific Duty 

Free Scheme. 

1J_ntuk tarif Bea Masuk Anti Dun1ping, Bea 

Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan 

Pengamanan, atau Bea Masuk Pembalasai1.. 

diisi nomor urut barang. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk 

per Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi ju1nlah pelunasan kekurangan pembayaran BlV[Ap / 

BMI/BMTP /BMP per Pemberitahuan Pabeai1. 1111.por. 

diisi jumlah pelunasan kekurar:igan pe1nbayaran BM.ADS/ 

BMIS/BMTPS per Pen1beritahuan Pabean In1por. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayai-an cukai per 

Pemberitahuan Pabean llnpor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN per 

Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM per 

Pe1nberitahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayarai1. PPh Pasal 22 

per Pemberitahuan Pabean hnpor. 

diisi ju1nlah pelunas~n kekurangan pen1.bayaran Bea Masuk, 

BMAD /BMI/BMTP /BMP, BM.ADS /BMIS /BMTPS, cukai, PPN, 

PPnBM, dan PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor. 
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F. CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PElv;IBAYARAN INISIATIF 

ATAS TARIF (VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF) 

Nomor 
Perihal 

........... ( 1) ........... . 
Laporan Pelaksanaan Pembayaran Inisiatif 
atas Tarif (Voluntary Payment: on'TarUJJ 

Yth. Kepala ......... (2) ............ . 
............ (3) ............ . 

Sehubungan dengar1 pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment 
on Tarij]J. terlampir bersama ini kami sampaikan data Pembayaran Inisiatif atas Tarif 
(Voluntary Payment on Tarij]J yang telah dibayar, yang disertai dengan dokumen berupa: 

1. bukti · atau dokumen yang diterima yang n1engakibatkan kekurangan atau kewajiban 
pembayaran, 

2. clokumen clasar Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment: on Tarifj). clan_ 

3. billing DJBC clan bukti pembayaran. 

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang 
cliberitahukan clalam laporan inL 

........... (4) .......... , .......... (5) .......... . 

........... (6) ......... . 

Tanda tangan clan Cap Pen1sahaan 

......... .. (7) ......... . 
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NOMOR 
DOKUMEN 

DASAR 
PEMBAYARAN 

NO. INISIATIF ATAS 
TARIF 

(VOLUNTARY 
PA YJ\.fENT ON 

TARIFF) 

1. ... (8) ... 

2. ..... 

dst 

J>I~MBERITAHLJAN PABEAN IMPOR 

NOMOR TANGGAL 
PENDAFTARAN PEND AFT ARAN 

... (9) ... ... (10) ... 

..... ····· 
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LAMPIRAN 
LAPORAN PELAT{SANAAN PEMBAYARAN JNISJATIF ATAS TARTF 
(VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF) 
Nomor .......... (]) ......... . 
Tanggal : .......... (5) ......... . 

RINCIAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF 
(VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF) 

PEMBEBANAN 
TAR.IF PADA 

PEMBEBANAN PEMBAYARAN BMAD/ NOMOR BMADS/ PPh 
UR.UT 

JENIS TARIFPADA INISIATIF ATAS BEA BMI/ 
BMIS/ CUKAJ PPN PPnBM Pasal TOTAL TARIF PEMBERITAHUAN TARIF MASUK BMTP/ HARANG 

PABEAN IMPOR (VOLUNTARY BMP 
BMTPS 22 

PAYMENT ON 
TARIFF) 

... (11) ... ... (12) ... ... (13) ... ... (14) ... ... (15) ... ... (16) ... . .. (17) ... ... (18) ... . .. (19) ... . .. (20) ... . .. (21) ... . .. (22) ... 

..... ..... ..... . .... ..... . .... ..... ..... ····· ..... . .... . .... 

TOTAL ... (23) ... . .. (24) ... ... (25) ... ... (26) ... . .. (27) ... ... (28) ... ... (29) ... ... (30) ... 

.......... (6) ......... . 

Tancla Tangan clan Cap Pernsc1haan 

.......... (7) ......... . 
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No1nor (1) 

No1nor (2) 

Nornor (3) 

Nomor (4) 

No1nor (5) 

Nornor (6) 

Nomor (7) 

Nornor (8) 

No1nor (9) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

diisi nornor laporan pelaksanaan Pernbayaran Inisiatif atas 

Tarif (Voluntary Paymeni on Tariff) sesuai pe110111oran yang 

dibu.at oleh In1portir, pengusaha di kawasan perdagangan · 

bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat 

penimbunan berikat, dengan format: 

LVPT-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan) 

Contoh : Ir3=1portir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas 

dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat 

penimbunap berikat A, mengajukan doku1nen kesatu, 

dengan Nomor NPWP (15 digit nomor), maka Nomor 

laporan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif 

(Voluntary Payment on Tariff) adalah LVPT-OO1/ NPWP 

(15.digit nomor) /2020. 

diisi nan1a kantor pabean ten1pat Pe1nberitahu.an Pabean In1por 

niendapatkan n01nor dan tanggal pendaftaran. 

diisi ala1nat kantor pabean te1npat Pen1beritahuan Pabean 

Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftara11. 

diisi tempat pembuatan laporan pelak.sanaan Pembayaran 

Inisiatif atas Taiif (Voluntary Payment on TarifjJ. 

diisi tanggal pembuatan laporan pelaksanaan Pembayaran 

Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on Tariff). 

diisi naina jabatan pimpinan perusahaan yang melakukan 

laporan pelaksanaan Pe1nbayarai1- Inisiatif atas Tarif (Voluntary 

Payment on Tarifj). 

diisi nama, tanda tangan dan cap daii pimpinan perusahaan 

atau yang namanya tercantu1n dalam Nom01~ Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas dalam 

rangka akses kepabeanan. 

diisi nomor dokumen dasai~ Pembayarai--1 Inisiatif atas Tarif 

(Voluntary Payment on Tariff). 

diisi nomor pendaftaran Pe1nberitahuan Pabean Impor atas 

penggunaan Pe1nbayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment 

on Tariff). 
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Non1or (10) 

N01nor (11) 

Nomor (12) 

Nomor (13) 

N 0111or ( 14) 

No1nor (15) 

Nomor (16) 

N01nor (17) 

No1nor (18) 

N01nor (19) 

Nomor (20) 

No1nor (21) 

Nomor (22) 

Nomor (23) 
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diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas 

·penggunaan Pen1bayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment 

on Tarifj). 

diisi nomor urut barang sesuai dengan Pemberital1uan Pabean 

llnpor. 

diisi jenis tarif sesuai dengan perbedaan pembebanan tarif, 

yaitu: 

MFN untuk tarif Most Favoured Nation. 

Preferensi 

USDFS 

Tambahan BM 

untuk tarif preferensi berdasarkan 

perjanjian atau kesepakatan internasional. 

untuk tarif dengan skerna User Specific Duty 

Free Scheme. 

untuk tarif Bea Masuk Anti Dumping, Bea 

Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan 

Pengamanan, atau Bea Masuk Pembalasan. 

diisi pembebanan tarif pada Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi pe111bebanan tarif pada Pe111bayaran Inisiatif atas Tarif 

(Voluntary Payment on Tarij]J. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk 

per Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD / 

BMI/BMTP /BMP per Pembe1itahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BJ\t1ADS/ 

BMIS/BMTPS per Pen1beritahuan Pabean In1por. 

diist jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cLikai per 

Pen1be1ital1.uan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN per 

Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM per 

Pemberitahuan Pabean Ilnpor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran PPh Pasal 22 

per Pen1berital1uan Pabean Ilnpor. 

diisi ju1nlah. pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, 

BM.AD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, 

PPnBM, dan PPh Pasal 22 per Pe1nberitahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunasap kekurangan pembayaran Bea Masuk. 

I www.jdih.kemenkeu.go.id



Nmnor (24) 

Nomor (25) 

Nomor (26) 

Nornor (27) 

Norn.or (28) 

Nmnor (29) 

No1nor (30) 
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diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD / 

BMI/BMTP /BMP. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/ 

BMIS/BMTPS. 

diisi ju1nlah pelunasan kekurar1gan pembayaran cukai. 

cliisi ju1nlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran PPN. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran PPnBM. 

diisi ju1nlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22. 

diisi ju1nlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran Bea Masuk, 

BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, 

PPnBM, dan PPh Pasal 22. 
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G. CONTOH FORMAT DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN INISIATIF ATAS 

JUMLAH (VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY) 

PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH 
(VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY} 

Nomor ........... (1) ........... . 

Kantor Pa.bean 

Jenis Pemberitahuan Pa.bean Impor 

Nomor Pendaftaran 

Tanggal Penclaftaran 

Na.ma Imp_ortir. a.tau pengusaha 

Jumlah kelebihan barang impor 

......... (2) ............ . 

........... (4) ............ . 

......... (5) ............ . 

......... (6) ............ . 

......... (7) ............ . 

Terclapat kekurangan pembayaran Bea Masuk. cukai, clan/a.tau PDRL akibat terclapat 
kelebihan jumlah barang impor saat importasi, oleh karena itu clengan ini kami sampaikan 
Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary Payment on Quantity) dalam rangka pelunasan 
kekurangan pembayaran terse but dengan rincian sebagai berikut: 

URAIAN I JUMLAH PEMBAYARAN I 

1. Bea Masuk Rp ............. (8) ................. . 

2. BMAD / BMI / BMTP / BMP''' Rp ............. (9) ................. . 

3. BMADS / BMIS / BMTPS* Rp ............. (10) .............. .. 

4. Cukat Rp ............. (11) ............... . 

5. PPN Rp ............. (12) ............... . 

6 .. PPnBM Rp ............. (13) ............... . 

7. PPh Pasal 22 Rp ............. (14) ............... . 

Jumlah Total Pembayaran Rp ............. (15) ............... . 

Untuk nomor urut barang ......... (16) ............ . 

Dengan ini karni menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahuka.11 
clalam pemberitahuan inL · 

........... (17) .......... , .......... (18) .......... . 

........... (19), ........ . 

Tanda tangan clan Cap Perusahaan 

........... (20) ......... . 

* Coret yang tidak perlu 

Lembar 1 : untuk Kantor Pa.bean 
Lembar 2 : untuk Importir a.tau pengusaha kawasan berikat mandiri. 
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Nomor Pendaftaran 
Tanggal Pendaftaran 

NO. JUMLAH 

1. ... (23) ... 

2. ..... 

clst 

TOTAL 
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LAMPIRAN 
PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH (VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITYJ 
Nomor .......... (1) ......... . 
Tanggal : .......... (18) ........ . 

RINCIAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH (VOLUNTARY PAYMENT ON QUANT11Y) 

··········(21) ......... . 
··········(22) ......... . 

NOMOR BMAD/ BMADS/ 
URUT BEA MASUK BMI/ BMIS/ CUKAI PPN PPnBM PPh Pasal 22 TOTAL 

BARANG BMTP BMTPS 

... (24) ... ... (25) ... ... (26) ... . .. (27) ... ... (28) ... ... (29) ... . .. (30) ... . .. (31) ... ... (32) ... 

..... ····· . .... ..... ..... . .... . .... ..... . .... 

... (8) ... ... (9) ... ... (10) ... ... (11) ... ... (12) ... . .. (13) ... ... (] 4) ... . .. (15) ... 

.......... (19) ......... . 

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan 

.......... (20) ......... . 
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Nomor (1) 

Norn.or (2) 

No1nor (3) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

diisi nomor Pembayaran Inisiatif atas Ju1nlah (Voluntary 

Pay1nent on Quaf!,tity) sesuai penomoran yang dibuat oleh 

hnportir atau pengusaha kawasan berikat mandiri dengan 

forn1at: 

VPQ-(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pe1nbuatan) 

Contoh : Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri A, 

mengajukan dokumen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 

digit nomor), maka Nomor Pembayaran Inisiatif 

atas Jumlah (Voluntary Payment on Quantity) 

adalah VPQ-001/NPvVP (15 digit nomor)/2020. 

diisi nan1a kantor pabean ten1pat Pe1nbe1itahuan Pabean Impor 

111endapatkan non1or clan tanggal penclaftaran. 

diisi jenis Pe1nberitahuan Pabean hnpor, n1isalnya: 

BC 2.0 (PIB) untuk Pemberitahuan Impor Barang. 

PPITZ-01 untuk pemberitahuan pabean untuk 

pengeluaran barang dari kawasan 

perclagangan bebas dan pelabuhan bebas 

ke te1npat lain clalain daerah pabean. 

BC 2.8 

BC 2.5 

untuk Pe1nberitahuan pabean pengeluaran . 

barang clari pusat logistik be1ikat yang 

diimpor untuk dipakai. 

untuk pemberitahuan pabean untuk 

pengeluaran barang impor .dari tempat 

penimbunan berikat untuk diimpor untuk 

dipakai. 

Non1or (4) & (5) diisi non1or clan tanggal penclaftaran Pen1be1itahuan 

Pabean Ilnpor (non1or clan tanggal penclaftaran 

Pemberitahua11 Pabean Impor ini digunaka11 clala1n 

pengisian billing DJBC). 

Nomor (6) diisi nama Importir MITA/AEO/Importir lainnya/pengusaha 

kawasan berikat mai1.diri. 
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Nomor (7) 

Non1or (8) 

Non1or (9) 

Nomor (10) 

N01nor (11) 

No1nor (12) 

Non1or (13) 

N on1or ( 14) 

Nomor (15) 

Nomor (16) 

No1nor (17) 

Nomor (18) 

Nomor (19) 

Nomor (20) 

Nomor (21) 

Nomor (22) 

Non1or (23) 

Nomor (24) 
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diisi "Terlampir" jika jenis barang lebih dari 1 (satu) dan lebih 

dari 1 (satu) pos tarif, jika hanya 1 (satu) jenis barang maka 

jumlah kelebihan barang impor disertai satuannya cliisi 

langsung pada kolo1n yang terseclia. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran Bea Masuk. 

diisi ju1nlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran BMAD / 

BMI/BMTP /BMP. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/ 

BMIS/BMTPS. 

diisi ju1nlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai. 

diisijun1lah pelunasan kekurangan pe1nbayaran PPN. 

diisi jun1lah pelunasan kekurangan pen1bayaran- PPnBM. 

diisijun1lah pelunasan kekurangan pen1bayaran PPh Pasal 22. 

diisi jumlah total pelunasan kekurangan pembayaran Bea 

Masuk, BMAD /BMI/BMTP /BMP, BMADS /BMIS /BMTPS, 

cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22. 

diisi "Terlp_mpir" jika jenis barang lebih dari 1 (satu) dan lebih 

dari 1 (satu) pos tarif, jika hanya 1 (satu) jenis barang 1naka 

nomor urut barang yang tercantqn1 dalan1 Pen1beritahuan 

Pabean. Ilnpor diisi langsung pada kolon1 yang tersedia. 

diisi te1npat pembuatan cloku1nen dasar Pembayaran Inisiatif 

atas Jumlah (Voluntary Payment on Quantity). 

diisi tanggal pembuatan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif 

atas Jumlah (Voluntary Payment on Quantity). 

diisi naina jabatan pi1npinan perusahaan yang 1nelakukan 

Pen1bayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary Payment on 

Quantiiy) . 

. . diisi nama, tancla tangan clan cap dari pin1pinan ~Jerusahaan 

atau yai-ig namanya tercantum dalain Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) yang telah 1nendapatkan nomor identitas dalam 

rangka akses kepabeanan. 

diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah kelebihan bai-ang impor disertai satuannya. 

diisi nornor urut barang yang rnengalami kelebihan pada 

Pe1nberitahuan Pabean Ilnpor. 
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Nmnor (25) 

No1nor (26) 

Nomor (27) 

Nmnor (28) 

No1nor (29) 

No1nor (30) 

Nomor (31) 

Non1or (32) 
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diisi jumlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran Bea Masuk 

per Pe1nbe1itahuan Pabean hnpor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pernbayaran BMAD / 

BMI/BMTP /BMP per Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/ 

BMIS/BMTPS per Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai per 

Pembe1itahuan Pabean hnpor. 

diisi Jun1lah pelunasan kekurangan pen1bayaran PPN per 

Pen1beritahuan Pabean I111por. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran PPnBM per 

Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 

per Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi ju1nlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran Bea Masuk, 

BMAD /BMI/BMTP /BMP, BMADS /BMIS /BMTPS, cukai, PPN, 

PPnBM, dan PPh Pasal 22 per Pernberitahuan Pabean. Impor. 
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H. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS 

JUMLAH (VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY) 

Nomor 
Perihal 

........... (1) ........... . 
Laporan Pelaksanaan Pembayara11 Inisiatif atas Jumlah 
(Voluntary Payment on Quantlly) 

Yth. Kepala ......... (2) ............ . 
......... (3) ............ . 

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary 
Payment: on Quantity). terlampir bersama ini kami sampaikan data Pembayaran Inisiatif atas 
Jumlah (Voluntary Payment: on Quantity) yang telah dibayar. disertai dengan dokumen 
berupa: 

1. bukti atau dokumen yang diterima yang mengakibatkan kekurangan pembayaran: 

2. dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary Payment on Quantity): clan 

3. billing DJBC dan bukti pembayaran atau bukti jarninan. 

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang 
diberitahukan dalam laporan ini. 

........... (4).: ........ , .......... (5) .......... . 

........... (6) ......... . 

Tanda tangan dan Cap Perusahaan 

........... (7) ......... . 
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NO. 
DOKUMEN 

PA.SAR 
PEMBAYARAN 

NO. 
INISIATIF 

KfAS 
JUMLAH 

(VOLUNTARY 
PAYMENT OF 

QUANTIT11 

l. ... (8) ... 

2. ..... 

dst 

PEMIJERITAHUAN IMPOR 
BARA.NG 

NO.MOR TANGGAL 
PENDA.l<TARAN PEND.AFT ARAN 

. .. (9) ... ... (10) ... 

..... . .... 
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LAMPIRAN 
LAPORAN PELARSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH 
(VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITI.1 
Nomor .......... (]) ......... . 
Tanggal : .......... (5) ......... . 

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIA11F ATAS JUMIAH 
(VOLUNTARY PAYMENT ON QUAN11TYJ 

JUMLAH 
NOMOR YANG 

JUMLAH PA.DA 
JLJMLAH BMAD/ 

BMADS/ 
UR.UT DITitMUKAN 

PEMBERITAHUAN 
l\:ELJ,:B]J JAN BEA BMI/ 

BMIS/ CUKAJ Pl'N PPnBM 
PPh 

TOTAL 
BARA.NG IMPORTIR 

PA.BEAN IMPOR (A) - ( 13) MA.SUK BMTP/ BMTPS Pasal 22 

(A) 
(B) BMP 

... (11) ... ... (12) ... ... (13) ... . .. (14) ... . .. (15) ... ... {16) ... ... (17) ... ... (] 8) ... ... (19) ... ... (20) ... ...(21) ... ... (22) ... 

. .... ..... ..... ...... ..... ..... . .... . .... ····· ..... . ..... ..... 

TOTAL ... (23) ... ... (24) ... ... (25) ... ... (26) ... ... (27) ... _ ... (28) ... ... (29) ... ... (30) ... 

...... , ... (6) ......... . 

Tancla Tangan clan Cap Perusahaan 

··········(7) ......... . 
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No1nor (1) 

No1nor (2) 

Nornor (3) 

Nornor (4) 

Nornor (5) 

No1nor (6) 

Non1or (7) 

Nornor (8) 

Non1or (9) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

diisi nornor laporan pelaksanaan Pernbayaran Inisiatif atas 

Jurnlah (Voluntary Payment on Quantity) sesuai penornoran 

yang dibuat oleh Irnportir atau pengusaha kawasan berikat 

mandiri, dengan format: 

LVPQ-(nornor urut)/(nornor NPWP)/(tahun pe1nbuatan) 

Contoh : hnportir atau pengusaha kawasan berikat 1nandiri A, 

rnengajukan dokurnen kesatu, dengan Nomor NPWP (15 

digit nomor) rnaka Nornor laporan pelaksanaan 

Pembayaran Inisiatif atas Jun1lah (Voluntary Payment 

on Quantity) adalah LVPQ-001/ NPWP (15 digit nornor) 

/2020. 

diisi narna kantor pabean ternpat Pernbe1itahuan Pabean Irnpor 

111endapatkan nornor dan tanggal pendaftaran. 

diisi ala1nat kantor pabean te1npat Pen1beritahuan Pabean 

hnpor 1nendapatkan nornor dan tanggal pendaftaran. 

diisi ternpat pernbuatan laporan pelaksanaan Pen1bayaran 

Inisiatif atas J urnlah ( Voluntary Payment on Quantity). 

diisi tanggal pernbuatan laporan pelaksanaau Pernbayaran 

Inisiatif atas Jun1lah (Voluntary Payment on Quantity). 

diisi nan1a jabatan pin1pinan perusahaan yang 111elakukan 

laporan pelaksanaan Pernbayaran Inisiatif atas Jun1lah 

(Voluntary Payment on Quantity). 

diisi nan1a, tanda tangan dan cap dari pirnpinan perusahaan 

atau yang narnanya tercanturn dalarn Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) yang telah rnendapatkan nornor identitas dalarn 

rangka akses kepabeanan. 

diisi 1101nor dokmnen dasar Pe1nbayaran Inisiatif atas Ju1nlah 

(Voluntary Payment on Quantiiy). 

diisi no1nor pendaftaran Pe1nberitahuan Pabean In1por atas 

penggunaan Pernbayaran Inisiatif atas Jurnlah (Voluntary 

Payment on Quantity). 
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Nomor (10) 

Nomor (11) 

Non1or (12) 

No1nor (13) 

Non1or (14) 

Nmnor (15) 

N on1or ( 16) 

Nmnor (17) 

Nmnor (18) 

Nomor (19) 

Nomor (20) 

Nornor (21) 

Nomor (22) 

N01nor (23) 

No1nor (24) 

Nomor (25) 

Nomor (26) 

Nomor (27) 

Nomor (28) 

No1nor (29) 
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diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas 

penggunaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary 

Payment on Quantity). 

diisi non1or urut barang yang n1engalan1i kelebihan pada 

Pen1beritahuan Pabean Impor. 

diisi ju1nlah barang in1por yan.g ditemukan oleh Ilnportir atau 

pengusaha kawasan berikat n1andiri disertai satuannya. 

diisi jumlah barang ilnpor pada_ Pemberitahuan Pabean Impor 

disertai satuannya. 

diisi jun1lah kelebihan barang in1por disertai satuannya. 

diisi ju1nlah pelunas·an kekurangan pen1bayaran Bea Masuk 

per Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD /BMI/ 

BMTP /BMP per Pe111beritahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran Blv1ADS/ 

BMIS/BMTPS per Pen1beritahuan Pabean In1por. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pe111bayaran cukai per 

Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN per 

Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM per 

Pen1beritahuan Pabean Irn.por. 

diisi ju1nlah pelunasan kekurangan. pen1bayaran PPh Pasal 22 

per Pen1beritahuan Pabean Ilnpor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk, 

BMAD /BMI/BMTP /BMP, BMADS /BMIS /BMTPS, cukai, PPN, 

PPnBM, dan PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunasan. kekurangan pembayaran Bea Masuk. 

diisi ju1nlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran BMAD / 

BMI/BMTP /BMP. 

diisi ju1nlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/ 

BMIS/BMTPS. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai. 

diisijumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM. 

diisi jun1lah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22. 
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Nomor (30) diisi jumlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran Bea Masuk, 

BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, 

PPnBM, dan PPh Pasal 22. 
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I. FORMAT DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI 

TRANSAKSI (VOLUNTARY PAYMENT ON TRANSACTION VALUE) 

PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI TRANSAKSI 
(VOLUNTARY PAYMENT ON TRANSACTION VALUE) 

Nornor ........... (1) ........... . 

Kantor Pabean 

Jenis Pemberitahuan Pabean Impor 

Nomor Pendaftaran 

TanggalPendaftaran 

Nama Importir, atau pengusaha 

Jumlah kekurangan nilai transaksi 

: ......... (2) ............ . 

: . ......... (3) ............ . 

......... (4) ............ . 

......... (5) ............ . 

......... (6) ............ . 

......... (7) ............ . 

Terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk. cukai, dan/atau PDRL akibat terdapat 
kekurangan nilai transaksi pada Pemberitahuan Pabean Impor. oleh karena itu clengan ini 
kami sampaikan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on Transaction 
Value) clalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut clengan rincian sebagai 
berikut: 

I N0.1 URAIAN JUMLAH PEMBAYARAN 

1. Bea Masuk Rp ... -.......... (8) .................. 

2. BMAD I BMI I BMTP / BMP* Rp ............. (9) .................. 

3. BMADS / BMIS / BMTPS* Rp . ............ (10) ................ 

4. Cukai Rp . ............ (11) .......... · ....... 

5. PPN Rp . ............ (12) ................ 

6. PPnBM Rp ............. (13) ................ 

7. PPh Pasal 22 Rp . ............ (14) ................ 

Jumlah Total Pembayaran Rp . ............ (15) ................ 

Untuk nomor urut barang : ......... (16) ............ . 

Dengan ini saya menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data yang diberitahukan 
dalar:n pemberitahuan ini. 

* Caret yang bdak perlu 

Lembar 1 : untuk Kantor Pabean 

. .......... (17) .......... , .......... (18) .......... . 

........... (19) ......... . 

Tancla tangan dan Cap Perusahaan 

···········(20) ......... . 

Lembar 2: untuk Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri. 
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Nornor Pendaftaran 
Tanggal Pendaftaran 

JUMLAH 
NO. 

KEKURANGAN 

l. ... (23) ... 

2. ..... 
clst 

TOTAL 
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LAMPIRAN 
PEMBAYARAN INISIATIF ATAS c 
Nomor .......... (1) ......... . 
Tanggal .......... (18) ........ . 

RINCIAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI TRANSAKSI (VOLUNTARY PAYMENT ON TRANSACTION VALUE) 

.......... (21) ......... . 

.......... (22) ......... . 

NOMOR 
BMAD/BMI/ 

BMADS/ 
URUT BEAMASUK 

BMTP/BMP 
BMIS/ CUKAI PPN PPnBM PPh Pasal 22 TOTAL 

BARANG BMTPS 

... (24) ... ... (25) ... ... (26) ... ... (27) ... ... (28) ... ...(29) ... . .. (30) ... ...(31) ... ... (32) ... 

. .... ..... . .... ..... . .... . .... . .... . .... . .... 

... (8) ... ... (9) ... ... (10) ... ... (11) ... ... (12) ... ... (13) ... ...(14) ... . .. (15) ... 

.......... (19) .......... · 

Tanda Tangan clan Cap Perusahaan 

··········(20) ......... . 
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Nomor (1) 

Nomor (2) 

No1nor (3) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

diisi nomor Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi 

(Voluntary Payment on Transaction Value) sesuai penomoran 

yang dibuat oleh Importir atau pengusaha kawasan berikat 

1nandiri dengan fonnat: 

VPTV-(no1nor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pe1nbuatan) 

Contoh : Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri A, 

mengajukan dokumen kesatu, dengan Nmnor NPWP (15 

digit nomor), maka Nomor Pembayaran Inisiatif 

atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on 

Transaction Value) adalah 

VPTV-001 / NPWP (15 digit n01nor) /2020. 

diisi nama kantor pabean te1npat Pe1nberitahuan Pabean hnpor 

mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran. 

diisijenis Pembe1itahuan Pabean Impor, misalnya: 

BC 2.0 (PIB) untuk Pemberitahuan Impor Barang. 

PPFTZ-01 untuk pemberitahuan pabean untuk 

pengeluaran barang dari kawasan 

perdagangan bebas. dan pelabuhan bebas 

ke te1npat lain dalain daerah pabean. 

BC 2.8 

BC 2.5 

untuk Pe1nberitahuan pabean pengeluaran 

barang dari pusat logistik berikat yang 

ditmpor untuk dipakai. 

untuk pemberitahuan pabean untuk 

pengeluaran barang impor dart tempat 

penimbunan berikat untuk diimpor untuk 

dipakai. 

Non1or (4) & (5) diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pe1nberitahuan 

Pabean Impor (1101nor clan tanggal penclaftaran 

Pe1nberitahuai-1 Pabean hnpor ini digunakan dalain 

pengisian billing DJBC). 

Nomor (6) diisi nama Importir MITA/AEO/Importi~ lainnya/pengusaha 

kawasan berikat mandiri. 
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N01nor (7) 

N01nor (8) 

No1nor (9) 

Non1or (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 

Nomor (13) 

Non1or (14) 

Non1or (15) 

Nomor (16) 

N on1or ( 1 7) 

Nornor (18) 

Nomor (19) 

Non1or (20) 

N01nor (21) 

Non1or (22) 

Nomor (23) 

Nomor (24) 
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diisi "Terlampir" jika jenis barang lebih dari 1 (satu) dan lebih 

dari 1 (satu) pos tarif, jika hanya 1 (satu) jenis barang. maka 

jumlah kekurangan nilai transaksi diisi langsung pada kolom 

yang tersedia. 

diisijumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk. 

diisi Jmnlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran BMAD / 

BMI/BMTP /BMP. 

diisi jumlah pelunasan_ kekurangan pen1bayaran BMADS/ 

BMIS/BMTPS. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN. 

diisi jumlah pelunas3:n kekurangan pembayaran PPnBM., 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran PPh Pasal 22. 

diisi junllah total pelunasan kekurangan pen1bayaran Bea 

Masuk, BMAD /BMI/BMTP /BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, 

cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22. 

diisi "Terlampir'' jika jenis barang lebih dari 1 (satu) dan lebih 

dari 1 (satu) pos tarif, jika hanya 1 (satu) jenis barang maka 

nomor urut barang yang tercantum dalam Pemberitahuan 

Pabean Impor diisi langsung pada kolom yang tersedia. 

diisi ten1pat pe111buatan doku1nen dasar . Pe1nbayaran Inisiatif 

atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value). 

diisi tanggal pembuatan doku1nen dasar Pembayaran Inisiatif 

atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value). 

diisi nama jabatan ·pimpinan perusahaan yang melakukan 

Pembayaran Inisiatif atas Nilai Ttansaksi (Voluntary Payment 

on Transaction Value). 

diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan 

atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) yang telah 1nendapatkan non10r identitas dalarn 

rangka akses kepabeanan. 

diisi no1nor pendaftaran Pen1beritahuan Pabean In1por. 

diisi tanggal pendaftaran Pen1beritahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah kekurangan nilai transaksi disertai valutanya. 

diisi nomor urut barang yang mengalami perubahan nilai 

transaksi pada Pemberitahuan Pabean Impor. 
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No1nor (25) 

N01nor (26) 

Nomor (27) 

Nomor (28) 

No111or (29) 

Norn.or (30) 

Nomor (31) 

Nomor (32) 
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diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk 

per Pe1nberitahuan Pabean In1por. 

diisi ju1nlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD / 

BMI/BMTP /BMP per Pemberitahuan Pabean In1por. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/ 

BMIS/BMTPS per Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai per 

Pen1be1itahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pe111bayaran PPN per 

Pen1beritahuan Pabean hnpor. 

diisi ju1nlah pelunasan kekurangan pen1bayaran PPnBM per 

Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunas~ kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 

per Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi ju1nlah pelunasan kekurangan pernbayaran Bea Masuk, 

BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, 

PPnBM, dan PPh Pasal 22 per Pen1beritahuan Pabean hnpor. 
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J. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI 

TRANSAKSI (VOLUNTARY PAYMENT ON TRANSACTION VALUE) 

Nomor ........... (1) ........... . 
Perihal Laporan Pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas NHai Transaksi 

(Voluntary Payment on Transaction Value) 

Yth. Kepala ......... (2) ............ . 
......... (3) ............ . 

Sehubungan dengan pelaksanaa11. Pembayaran lnisiatif atas Nilai Transaksi (Vollmtary 
Payment on Tmnsaction Value). terlampir bersama ini kami sampaikan data Pembayaran 
Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value) yang telah dibayar, 
disertai dengan clokumen berupa: 

1. bukti atau clokumen yang cliterima yang mengakibatkan kekurangari pembayaran: 

2. dokumen clasar Pembayaran lnisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on 
Transaction Value); clan 

3. billing DJBC clan bukti pembayaran, atau bukti jaminan. 

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang 
diberitahukan clalam lapor?ITT ini. 

·'.·········(4) .......... , .......... (5) .......... . 

···········(6) ......... . 

Tanda tangan clan Cap Perusahaan 

........... (7) ......... . 
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NO. 
DOKUMEN 

DASAR 
PJ-<:MBAYARAN 

INISIATIF 
NO. ATAS NILAI 

TRAN SAKS I 
(VOLUNTARY 
PAYMENT OF 

TRANSACTION 
\TALUE) 

1. ... (8) ... 

2. ..... 
ch,l 

PEMBERITAHUAN IMPOR 
BARANG 

NOMOR TANGGAL 
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LAMPIRAN 
LAPORAN PELAE.SANAAN PEMBAYARAN lNISJATlF ATAS NILAI TRANSAKSI 
(VOLUNTAI~Y PAYMENT ON TRANSACTIONAL VALUE) 
Nomor .......... (1) ......... . 
TanggaJ : .......... (5) ......... . 

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI TRANSAKSI 
(VOLUNTARY PAYMENT ON TRANSACTIONAL VALUE) 

NILAI NlLAI TRANSAKSI 
BMAD/ NOMOR TRANSAKSI PADA JUMLAH BMADS/ 

UR.UT YANG PEMBERJTAI-IUAN KEKURANGAN 
BEA Bl\111/ 

BMIS/ CUKAJ PPN PPnBl\11 
PPh 

TOTAL 
BAJ{ANG SEHARUSNYA PABI~AN IMPOR (A)-(B) MASUE. 13MTP/ 

BMTPS Pasal 22 

PENDAFT~ PE'.NDAVJ'ARAN (A) (B) 
BMP 

. .. (9) ... ... (10) ... ... (11) ... ... (12) ... ... (13) ... ... (14) ... ... (15) ... ... (16) ... ... (17) ... ... (18) ... ...(19) ... ... (20) ... . .. (21) ... ... (22) ... 

. .... ..... ..... ..... ····· ..... ..... ..... ..... ····· ····· ..... ····· . .... 
.. 

TOTAL ... (23) ... ... (24) ... . .. (25) ... ... (26) ... . .. (27) ... ... (28) ... ... (29) ... . .. (30) ... 

··········(6) ........ .. 

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan 

.......... (7) ......... . 
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Non1or (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Norn.or (4) 

Nomor (5) 

Non1or (6) 

N01nor (7) 

Nomor (8) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

diisi non1or laporan pelaksanaan Pe1nbayaran Inisiatif atas 

Nilai Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value) 

sesuai peno1nora11 yang dibuat oleh Importir atau pengusaha 

kawasan berikat mandiri, dengan fonnat: 

LVPTV-,(nomor urut)/(nomor NPWP)/(tahun pembuatan) 

Contoh Importir atau pengusaha kawasan berikat mandiri A, 

mengajukan dokumen kesatu, 

NPWP · (15 digit nomor), maka 

dengan N01nor 

Nomor laporan 

pelaksanaan Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai 

Transaksi (Voluntary Payment on Transaction 

Value) adalah LVPIV-OQl/NPWP (15 digit 

nomor)/2020. 

diisi nama kantor pabean tempat Pemberitahuan Pabean 

Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran. 

diisi alainat kantor pabean tempat Pe1nberitahuan Pabean 

Ilnpor 1nendapatkan non1or dan tanggal pendaftaran. 

diisi te1npat pern.buatan laporan pelaksanaan Pe1nbayaran 

Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on 

Transaction Value). 

diisi tanggal pembuatan laporan pelaksanaan Pembayaran 

Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on 

Transaction Value). 

diisi narn.a jabatan pi1npinan perusal1.aan yang melakukan 

laporan pelaksanaan Pe1nbayaran · Inisiatif atas Nilai 

Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Val.ue). 

diisi nama, tanda tangan dan cap dari pimpinan perusahaan 

atau yang namanya tercantum dalam Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) yang telah mendapatkan nomor identitas 

dalam rangka akses kepabeanan. 

diisi nomor dokumen dasar Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai 

Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value). 
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No1nor (9) 

Nomor (10) 

Non1or (11) 

Nomor (12) 

Nomor (13) 

Non1or (14) 

No1nor (15) 

No1nor (16) 

Nomor (17) 

Nom01~ (18) 

Non1or (19) 

N01nor (20) 

No1nor (21) 

Nomor (22) 

Nomor (23) 

N01nor (24) 

Non1or (25) 

Nomor (26) 

Nomor (27) 

N01nor (28) 
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diisi non1or pendaftaran Pe1nberitahuan Pabean Impor atas 

penggunaan Pe1nbayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi 

(Voluntary Payment on Transaction Value). 

diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas 

penggunaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi 

(Voluntary.Payment on Transaction Value). 

diisi n01nor urut ·barang yang n1engalan1i kekurangan nilai 

transaksi pada Pemberitahuan Pabean hnpor. 

diisi nilai transaksi yan.g seharusnya disertai valutanya. 

diisi nilai ·transaksi pada Pemberitahuan Pabean Impor 

disertai valutanya. 

diisi jumlah kekurangan nilai transaksi disertai valutanya. 

diisi junllah pelunasan kekurangan pe1nbayaran Bea Masuk 

per Pe1nberitahuan Pabean In1por. 

diisi jumlal1 pelunasan kekurangan pe1nbayaran Bl.VIAD/ 

BMI/BMTP /BMP per Pemberital1uan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran BMADS/ 

BMIS/BMTPS per Pe1nberitahuan Pabean Impor. 

diisi jumlal1 pelunasan kekurangan pembayaran cukai per 

Pemberitahuan Pabean hnpor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN per 

Pe1nberitahuan Pabean In1por. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran PPnBM per 

Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi ju1nlal1 pelunasan kekurangan pe1nbayaran PPh Pasal 22 

per Pemberitahuan Pabean hnpor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran Bea Masuk, 

BMAD /BMI/BMTP /BMP, BMADS /BMIS /BMTPS, cukai, PPN, 

PPnBM, dan PPh Pasal 22 per Pemberitahuan Pabean Impor. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran Bea Masuk. 

cliisi jumlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran 'BMAD / 

BMI/BMTP /BMP._ 

diisi ju1nlah pelunasan kekurangan pe1nbayaran BMADS/ 

BMIS/BMTPS. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran cukai. 

diisijumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN. 

diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM. 
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Nomor (29) 

· No1nor (30) 
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diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh 

Pasal 22. 

diisi jumlah pelunasan k ekurangar1:- pe1nbayaran Bea Masuk, 

BMAD/BMI/BMTP/BMP, BMADS/BMIS/BMTPS, cukai, PPN, 

PPnBM, dan PPh Pasal 22. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
ministrasi Kernen terian 

YAB CM 
13 199703 1 001 
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